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Bismillahirrahmannirrahim, 
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Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang 

Kota Semarang Tahun 2021-2026 secara keseluruhan terdiri dari 8 (delapan) 

bagian pembahasan yang meliputi: Pendahuluan; Gambaran Pelayanan, 
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Penutup. 

Terima kasih kepada Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, seluruh Kepala 

Sub Bagian, Seluruh Kepala Sub Bidang, Pelaksana dan fungsional di 
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Akhir kata, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan 

Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN adalah profesi 

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan pada Pasal 10 UU 5/2014 

disebutkan bahwa ASN berfungsi sebagai: (1) pelaksana kebijakan publik; (2) 

pelayan publik; dan (3) perekat dan pemersatu bangsa.  Dalam rangka 

mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, 

bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan 

pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai 

perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. Tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan 

tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN tak terkecuali di Kota Semarang. 

Sesuai Peraturan Walikota Semarang No. 86 tahun 2017 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan maupun perubahannya. Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu 

Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di 

bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan 

daerah. Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2021 mempunyai 51 

(lima puluh satu) perangkat daerah dengan total Aparatur Sipil 

Negara (ASN) sampai dengan 1 Juni 2021 sebanyak 9.826 ASN yang 

terdiri dari 9.708 PNS dan 118 PPPK. Kebutuhan ASN Pemerintah 
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Kota Semarang sesuai dengan analisis beban kerja (abk) selama 

kurun waktu 2018-2023 sebanyak 21.882 pegawai.  

Kemudian pada tahun 2021 Pemerintah Kota Semarang 

mendapatkan formasi ASN sebanyak 3.532 formasi dari 4.068 

formasi jabatan ASN yang diusulkan. Jika dilihat dari existing 

quantity dibandingkan employee needs terdapat gap sebanyak 

8.524 ASN. Belum lagi jika dilihat tahun 2020 s/d akhir 2021 

jumlah pegawai negeri sipil yang pensiun sebanyak 1.406 pegawai, 

dengan perincian di  tahun 2020 sebanyak 800 pegawai telah 

pensiun dan di tahun 2021 sebanyak 606 pegawai akan pensiun. 

Belum lagi jika dilihat jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di 

Pemerintah Kota Semarang sebesar 53,3 % atau sebanyak 5.177 

PNS berusia 51-60 tahun. Hal ini tentu saja harus mendapatkan 

perhatian, guna mendukung tercapainya visi dan misi Walikota dan 

Wakil Walikota Semarang tahun 2016-2021 

Namun dengan segala keterbatasan dan kondisi yang ada 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang 

berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan, 

pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya 

kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individual 

pegawai menuju perspektif baru manajemen pengembangan sumber 

daya manusia secara strategis (strategic human resource 

management) sesuai amanat Undang-Undang agar selalu tersedia 

sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) unggulan yang memiliki 

kekuatan, kemampuan, skill serta daya saing yang tinggi dan 

sustainable. Sehingga dapat menjadi  Aparatur Sipil Negara (ASN) 

unggulan yang selaras dengan visi dan misi Walikota dan Wakil 

Walikota Semarang sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan 

dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Badan  

Kepegawaian,  Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 

2021-2026. 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 diketahui 
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permasalahan utama di Kota Semarang salah satunya adalah 

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik masih perlu 

ditingkatkan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Terkait 

dengan pelaksanaan reformasi birokrasi salah satu yang perlu 

diperhatikan adalah pelaksanaan good governance, melalui 

birokrasi yang bersih dan melayani serta dengan peningkatan 

efisiensi kelembagaan maupun sistem manajemen sumber daya 

aparatur yang baik diharapkan hal tersebut dapat tercapai. Oleh 

karena itu sangatlah penting apabila upaya ini perlu direncanakan 

dan disusun secara cermat dan teliti melalui suatu program yang 

tepat yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan  

melalui  manajemen  Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik. 

Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan dan 

didokumentasikan secara terpadu membentuk satu sistem 

manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak bisa 

dilaksanakan secara instan namun bertahap dan komperensif. 

Disinilah perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2021-

2026. 

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan rencana 

pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026 Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang yang di 

dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan yang di susun setiap tahun. Terkait dengan 

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

merupakan instrumen pertanggungjawaban. Rencana Strategis 

(Renstra) ini juga sebagai langkah awal untuk melaksanakan 

program kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kota Semarang untuk melakukan pengukuran kinerjanya. Serta 

sebagai bentuk pencapaian area perubahan yaitu penataan sistem 

manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. 
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1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang 

Tahun 2021–2026 adalah: 

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa 

Jogjakarta ; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional ; 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ; 

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara ; 

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah ; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah ; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah ; 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah ; 
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j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 

k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 ; 

l. Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-

2026; 

m. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Semarang; 

n. Peraturan Walikota Semarang No. 87 tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kota Semarang juncto Perwal 67 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Perwal 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, 

Tugas & Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan kota Semarang ; 

o. Peraturan Walikota Semarang No. 91 tahun 2016 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan 

Pengelola Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pada Badan 

Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan 2021 – 2026 merupakan dokumen teknis operasional 

yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2021-2026. 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini juga dimaksudkan 

agar dapat mengarahkan semua program dan kegiatan yang 

dihasilkan senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang 

ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 dengan memperhitungkan 
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potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul 

sekaligus memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi 

serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai 

dengan tahun 2026. Adapun tujuan disusunnya adalah untuk : 

1. Menjabarkan arahan dan kebijakan Walikota Kota Semarang 

melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026; 

2. Menjabarkan visi dan misi Walikota Semarang 2021–2026 ke 

dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional; 

3. Menyediakan dokumen strategis selama 5 (lima) tahun sebagai 

bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja 

tahunan; 

4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota 

Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

5. Mempermudah pengendalian kegiatan setiap pelaksanaan 

koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah 

Kota Semarang terkait dengan kebijakan teknis pengelolaan 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

6. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan kepegawaian dan kualitas sumber daya aparatur 

guna menunjang penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang 

bersifat tahunan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Dokumen Rencana Strategis (Renstra)  Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang di susun dengan 

sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang,  landasan  hukum,  maksud  

dan  tujuan dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan 

Renstra. 
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BAB II : GAMBARAN PELAYANAN 

Dalam bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang 

berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata 

kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota 

Semarang maupun perubahannya, capaian-capaian penting yang 

telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)  

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang 

periode sebelumnya dan menjelaskan tantangan dan peluang 

dalam rangka pengembangan pelayanan Perangkat Daerah. 

 

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

Dalam bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kota Semarang Kota Semarang ; Permasalahan  atau  

Kendala Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja Tahun 2016-

2020; Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih ; Telaah Rencana Strategis (Renstra)  Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 

2021-2026 dan Penentuan Isu-Isu Strategis. 

 

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN 

Dalam bab ini dipaparkan Tujuan dan Sasaran Stategis 

Jangka Menengah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kota Semarang; Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. 

 

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi 

dan arah kebijakan. 
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BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

 

Bab ini berisikan uraian Program, Kegiatan d a n  S u b  

K e g i a t a n  yang merupakan penjabaran dari strategi dan 

kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan, indikator-

indikator kinerja dan kelompok sasaran yang akan dicapai, 

ekspektasi dana indikatif kegiatan beserta sumber dananya. 

 

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat 

Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan 

dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam lima 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). 

 

BAB VIII : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang penjelasan ringkasan dari Rencana 

Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kota Semarang Tahun 2021-2026. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG 

 
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang 

 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang per januari 

2017 melebur dengan Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota 

Semarang menjadi satu instansi yaitu Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. Hal ini merupakan akibat 

dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kota Semarang sesuai Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 

tentang  kedudukan,  susunan  organisasi,  tugas dan fungsi, serta 

tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota 

Semarang mapupun perubahannya, mempunyai tugas pokok dan 

fungsi yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang 

mempunyai  fungsi :  

a. perumusan kebijakan Bidang Administrasi Kepegawaian, 

Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan 

Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin; perumusan 

rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota; 

b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan 

program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, 

Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan 

Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB; 

c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup 

tanggungjawabnya; 

d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 
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e. penyelenggaraan kerjasama Bidang Administrasi Kepegawaian, 

Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan 

Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin; 

f. penyelenggaraan kesekretariatan BKPP; 

g. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Administrasi 

Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang 

Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan 

Disiplin, dan UPTB; 

h. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai; 

i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 

Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan 

Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang 

Kesejahteraan dan Disiplin dan UPTB; 

j. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Sedangkan struktur organisasi pada Badan Kepegawaian,  

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang berdasarkan Peraturan 

Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata kerja Badan 

Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepala; 

2. Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub  Bagian  Perencanaan  dan  Evaluasi; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

3. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari : 

a.      Sub Bidang Penetapan dan Pengadaan Pegawai; 

b. Sub Bidang Pemberhentian Pegawai; dan 

c. Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai 

4. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :  

a. Sub Bidang Jabatan; 

b. Sub Bidang Pengembangan Karier; dan 
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c. Sub Bidang Penempatan 

5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari : 

a.       Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan 

Fungsional; 

b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan 

Kepemimpinan; dan 

c. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 

6. Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, terdiri dari : 

a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penghargaan; 

b. Sub Bidang Kesejahteraan; dan 

c. Sub Bidang Disiplin. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

a. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka (2), 

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan; 

b. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada angka 3-6, 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan; 

c. Sub bagian-sub bagian, masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris; 

d. Sub bidang-sub bidang, masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang 

bersangkutan; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang 

Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
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Gambar 2.1  

BAGAN ORGANISASI BADAN 

KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN KOTA SEMARANG 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Perwal Kota Semarang No. 87 Tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang 

maupun perubahannya    
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Tabel 2.1 

Matriks Tugas dan Fungsi Kelembagaan 

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang 
 

Tugas 
Unit Penanggung 

Jawab 
Fungsi 

Membantu Walikota dalam 

melaksanakan fungsi 

penunjang Urusan 
Pemerintahan di bidang 

Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan yang menjadi 
kewenangan daerah 

BKPP 

a. perumusan kebijakan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan 

Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin; 

b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota; 
c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan 

Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan 

dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB; 

d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 
e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang 

Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan 

dan Disiplin; 
g. penyelenggaraan kesekretariatan BKPP; 

h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, 

Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang 

Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB; 

i. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai; 
j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang 

Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan 

Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin dan UPTB; 

k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; 
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Merumuskan kebijakan, 

rencana strategis, memimpin, 

mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan 

serta mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

di bidang Kepegawaian, 

Pendidikan dan  Pelatihan 

Kepala BKPP 

Merencanakan, 

mengkoordinasikan  dan 

mensinkronisasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan 

serta mengevaluasi 

pelaksanaan  tugas 

Kesekretariatan, Bidang 

Administrasi Kepegawaian, 

Bidang Pengembangan Pegawai, 

Bidang Pendidikan dan 

Pelatihan dan  Bidang 

Kesejahteraan dan Disiplin, dan 

UPTB 

Sekretariat 

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 

b. pendistribusian tugas kepada bawahan; 
c. pemberian petunjuk kepada bawahan; 
d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

f. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan 

evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang 

Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang 

Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB; 

g. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang 

Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan 

dan Disiplin, dan UPTB; 

h. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait; 
i. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan 

evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian; 

j. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana 

Kinerja Tahunan; 
k. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 

Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPP; 

l. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi BKPP; 
m. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

BKPP; 
n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Walikota; 

o. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelengaraan Pemerintah 
Daerah; 

p. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan BKPP; 
q. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan BKPP; 
r. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, 

keprotokolan dan kehumasan BKPP; 
s. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 
t. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan 

tamu di lingkungan BKPP; 

u. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, 
dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor; 

v. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris; 
w. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan BKPP; 
x. Pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di BKPP; 
y. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; 
z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan 

 kegiatan; aa. pelaksanaan penyusunan laporan 

 program dan kegiatan; 

bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 
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Tugas Unit 
Penanggung 

Jawab 

Fungsi 

Merencanakan, 

mengkoordinasikan,  membina, 

mengawasi dan mengendalikan 

serta mengevaluasi tugas 

Subbidang Penetapan dan 

Pengadaan Pegawai, 

Subbidang  Pemberhentian 

Pegawai, dan  Subbidang Data 

dan Informasi Pegawai. 

Bidang Administrasi 
Kepegawaian 

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 
b. pendistribusian tugas kepada bawahan; 

c. pemberian petunjuk kepada bawahan; 
d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait; 
g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Administrasi Kepegawaian; 
h. pelaksanaan kegiatan Subbidang Penetapan dan Pengadaan Pegawai, 

Subbidang Pemberhentian Pegawai, dan Subbidang Data dan Informasi Pegawai; 

i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Administrasi 
Kepegawaian; 

j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di 

Bidang Administrasi Kepegawaian; 

k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; 
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; 
m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; 
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Merencanakan, 

mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan 

serta mengevaluasi Subbidang 

Jabatan, Subbidang 

Pengembangan Karier dan 

Subbidang Penempatan 

Bidang Pengembangan 

Pegawai 

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 
b. pendistribusian tugas kepada bawahan; 
c. pemberian petunjuk kepada bawahan; 

d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait; 

g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pengembangan Pegawai; 
h. pelaksanaan kegiatan Subbidang Jabatan, Subbidang Pengembangan Karier 

dan Subbidang Penempatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pengembangan 

Pegawai; 

j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di 

Bidang Pengembangan Pegawai; 

k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; 
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; 

m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; 
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Merencanakan, 

mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan 

serta mengevaluasi Subbidang 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

dan Fungsional, Subbidang 

Pendidikan dan Pelatihan 

Prajabatan dan Kepemimpinan 

dan Subbidang Pengembangan 

Pendidikan dan Pelatihan 

Bidang Pendidikan dan 

Pelatihan 

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 
b. pendistribusian tugas kepada bawahan; 

c. pemberian petunjuk kepada bawahan; 
d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait; 

g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan; 
h. pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan 

Fungsional, Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan 

Kepemimpinan, dan Subbidang Pengembangan Pendidikan dan 

Pelatihan; 
i. pelaksanaankegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pendidikan dan 

Pelatihan; 

j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di 

bidang Pendidikan dan Pelatihan; 
k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; 
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; 
m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; 
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Merencanakan, 

mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan 

serta 

mengevaluasi Subbidang 

Kepangkatan dan Penghargaan, 

Subbidang 

Kesejahteraan, dan Subbidang 

Disiplin. 

Bidang Kesejahteraan 

dan Disiplin 

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;  
b. pendistribusian tugas kepada bawahan; 
c. pemberian petunjuk kepada bawahan;  
d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait; 
g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Kesejahteraan dan Disiplin; 
h. pelaksanaan kegiatan Subbidang Kepangkatan dan Penghargaan, Subbidang  

Kesejahteraan, dan Subbidang Disiplin; 
i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang  

Kesejahteraan dan Disiplin; 
j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di  

Bidang Kesejahteraan dan Disiplin; 
k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;  
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;  
m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan;  
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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Melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis penunjang 

tertentu BKPP meliputi 

pelayanan kegiatan 

pengelolaan balai pendidikan 

dan pelatihan 

UPTB Balai Diklat 

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 
b. pendistribusian tugas kepada bawahan; 

c. pemberian petunjuk kepada bawahan; 
d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi 

terkait atas persetujuan pimpinan; 

g. pelaksanaan penyusunan pedoman pengelolaan Balai Diklat; 

h. pelaksanaan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana Balai Diklat; 
i. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana Balai Diklat; 
j. pelaksanaan pemungutan retribusi sewa atas fasilitas Balai Diklat; 
k. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana Balai Diklat; 
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan Balai Diklat; 
m. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTB 

Pengelola Balai Diklat; 

n. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di UPTB 
Pengelola Balai Diklat; 

o. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; 
p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; 
q. pelaksanaan penyusunan laporan program ndan kegiatan;dan 

r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 

2.2. Sumber Daya  

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan 

kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi 

tidak terlepas dari peran serta aktif dari sumber daya manusia dan 

sumber daya asset organisasi tersebut, demikian pula halnya 

dengan sumber daya manusia Aparatur di lingkungan Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang yang 

merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama 

dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama 

untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian  tujuan  tersebut 

yaitu dengan tersedianya sumber daya manusia yang terampil, ahli, 

mampu dan kompeten serta berdayaguna. Dukungan sumber daya 

manusia aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kota Semarang berdasarkan keadaan 1 Januari 2021 sebanyak  78  

PNS  dan 30 Non PNS. Adapun untuk klasifikasi PNS berdasarkan 

pendidikan dapat di lihat pada grafik 2.2.1 dibawah ini : 
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Grafik 2.2.1 

Jumlah PNS di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  

Kota Semarang berdasarkan Pendidikan 
 

 

 
 

 

 
    

 

 

                                   
                         Sumber : BKPP Kota Semarang (2021) 

 

 

Dari grafik 2.2.1 tersebut diketahui bahwa PNS Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Kota 

Semarang mayoritas berpendidikan Strata Satu (S1) sebesar 

60,21%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Badan  

Kepegawaian,  Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memiliki 

kemampuan dan pengetahuan yang baik dan potensial. Diketahui 

yang berpendidikan SMP sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 11 

orang, DIII sebanyak 7 orang, Strata Satu (S1) sebanyak 47 orang 

dan Strata Dua (S2) sebanyak 12 orang. Selanjutnya jika dilihat 

berdasarkan usia pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kota Semarang adalah sebagai berikut: 

Grafik 2.2.2 

Jumlah PNS di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Kota Semarang Berdasarkan Usia 

 

 

 

 

Sumber : BKPP Kota Semarang (2021) 

Dari grafik 2.2.2. tersebut diketahui bahwa mayoritas pegawai 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang 

berusia diantara 31 s/d 40 tahun yaitu sebesar 44,87 %. Hal ini 

mengindikasikan bahwa mayoritas pegawai di Badan Kepegawaian, 
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Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang masuk pada usia 

produktif. 

Sehingga hal ini dapat menunjang pelaksanaan kegiatan-

kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Karena  

pada  usia- usia produktif inilah semangat kerja, kreatifitas dan 

inovasi sedang tinggi. Kemudian jika dilihat berdasarkan jenis 

kelamin, mayoritas pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Kota Semarang berjenis kelamin laki-laki sebesar 

51,28 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah 

ini:  

Grafik 2.2.3 

Jumlah PNS di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Kota Semarang berdasarkan Jenis Kelamin 

48,72%
51,28%

LAKI-LAKI PEREMPUAN

 
Sumber : BKPP Kota Semarang (2021) 

 

 

Berdasarkan grafik 2.2.3. diketahui jumlah pegawai Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang yang 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 40 orang sedangkan yang 

berjenis perempuan sebanyak 38 orang. Kemudian bila dilihat 

berdasarkan golongan diketahui bahwa Golongan IV berjumlah 5 

orang, golongan III berjumlah 65 orang, dan golongan II berjumlah 8 

orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 
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Grafik 2.2.4. 

Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Kota Semarang berdasarkan Golongan 
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        Sumber : BKPP Kota Semarang (2021) 

 

Kemudian jika dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki 

oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang kepegawaian dapat 

dijelaskan pada tabel sebagai berikut : 

TABEL 2.2.1. 

Daftar Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kota Semarang Per Januari 2021 

 
NO JENIS BARANG JUMLAH KONDISI KETERANGAN 

1 AC 105 Baik BKPP: 8, UPTB : 97 

2 Alat Penghancur 
Kertas 

6 Baik BKPP 

3 Almari 64 Baik BKPP: 35, UPTB : 29 

4 Barcode Scaner 2 Baik BKPP 

5 Brankas 23 Baik BKPP: 22, UPTB : 1 

6 CD/DVD Player 1 Baik BKPP 

7 CPU 4 Baik BKPP 

8 Dispenser 13 Baik BKPP: 9, UPTB : 4 

9 Filling Cabinet 32 Baik BKPP: 20, UPTB : 12 

10 Handycam 3 Baik BKPP: 2, UPTB : 1 

11 Mobil 13 Baik BKPP: 10, UPTB : 3 

12 Sepeda Motor 21 Baik BKPP: 12, UPTB : 9 

13 Kamera 10 Baik BKPP: 4, UPTB : 6 

14 Kipas Angin 20 Baik BKPP 
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NO JENIS BARANG JUMLAH KONDISI KETERANGAN 
15 Komputer 184 Baik BKPP: 73, UPTB : 

110 
16 Kulkas 5 Baik BKPP: 4, UPTB : 1 

17 Kursi 729 Baik BKPP: 105, UPTB : 
624 

18 Layar LCD 18 Baik BKPP: 5, UPTB : 13 

19 LCD Proyektor 35 Baik BKPP: 13, UPTB : 22 

20 TV 71 Baik BKPP: 12, UPTB : 59 

21 Meja 583 Baik BKPP: 133, UPTB : 
450 

22 Meja Tamu 11 Baik BKPP: 9, UPTB : 2 

23 Mesin Finger Print 12 Baik BKPP: 4, UPTB : 8 

24 Mesin Ketik 14 Baik BKPP: 6, UPTB : 8 

25 Notebook/Laptop 30 Baik BKPP: 17, UPTB : 13 

26 Microphone 11 Baik BKPP 

27 Monitor 15 Baik BKPP 

28 Printer 74 Baik BKPP: 37, UPTB : 37 

29 Roll Opec 17 Baik BKPP 

30 Router 1 Baik BKPP 

31 Scanner 10 Baik BKPP: 9, UPTB : 1 

32 Tape recorder 1 Baik BKPP 

33 Trolley 2 Baik BKPP 

34 UPS 107 Baik BKPP: 58, UPTB : 49 

35 Whiteboard 52 Baik BKPP: 1, UPTB : 51 

36 Wireless 15 Baik BKPP: 8, UPTB : 7 

37 Rak 11 Baik UPTB 

38 Buffet 8 Baik UPTB 

39 Loker 7 Baik UPTB 

40 Genset 1 Baik UPTB 

41 Air Purifier 2 Baik UPTB 

42 CCTV 55 Baik BKPP : 2, UPTB : 53 

43 Faximile 1 Baik UPTB 

44 Hardisk 1 Baik BKPP 

44 Hardisk 1 Baik BKPP 

45 Jendela Geser 1 Baik UPTB 

46 Karpet 6 Baik UPTB 

47 Kasur 78 Baik UPTB 

48 Kompor Gas 1 Baik UPTB 

49 Korden 2 Baik UPTB 

50 Lampu Sorot 15 Baik UPTB 

51 Lemari Pakaian 40 Baik UPTB 

52 Mesin Cuci 2 Baik UPTB 

53 Mesin Fotocopy 1 Baik UPTB 

54 Mesin Poles Lantai 1 Baik UPTB 

55 Mesin Potong Rumput 1 Baik UPTB 

56 Teralis Bensin 1 Baik UPTB 

57 Vacum Cleaner 2 Baik UPTB 

58 Vertical Blind 4 Baik UPTB 

59 Wallpaper 2 Baik UPTB 

60 Alat Fitnes 1 Baik UPTB 

61 Papan Nama Instansi 3 Baik UPTB 

62 Pesawat Telepon 3 Baik UPTB 
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NO JENIS BARANG JUMLAH KONDISI KETERANGAN 

63 Podium 6 Baik UPTB 

64 Server 1 Baik UPTB 

65 Side Desk 14 Baik UPTB 

66 Sofa 10 Baik BKPP : 2, UPTB : 8 

67 Sound System 26 Baik BKPP : 4, UPTB : 22 

68 Tabung Gas 1 Baik UPTB 

69 Tabung Pemadam 2 Baik UPTB 

70 Tangga/ Scaffolding 10 Baik UPTB 
Sumber : BKPP Kota Semarang (2021) 

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang 

digunakan, dipakai, ditempati dalam hubungan langsung dengan 

pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. Dalam melaksanakan 

pelayanan publik, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kota Semarang memerlukan sekali sarana dan prasarana, baik itu 

perlengkapan, peralatan, kendaraan operasional pelayanan, 

jaringan komunikasi, tempat duduk tamu, TV, dan sarana 

pendukung pelayanan lainnya yang harus memadai dan sesuai 

standar pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan. 

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan 

 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana 

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja 

pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan 

yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kota Semarang dapat lebih terarah yang secara administratif 

dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan 

serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah  

pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan 

yang di lakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kota Semarang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga 

yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan. 
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Secara umum pencapaian kinerja BKPP Kota Semarang 

selama 5 (lima) periode perencanaan dapat terealisasi dan melebihi 

target yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan yang menonjol 

dalam dalam kurun waktu 2016 sd 2021 adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan seleksi penerimaan CPNSD formasi tahun 2018 

dan 2019 menggunakan Computer Assisment Test (CAT) ; 

2. Pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui Open 

Bidding ; 

3. Tanda tangan kepegawaian On System (Tante Kep-O) ; 

4. Pembinaan kepegawaian secara masif melalui rakor kepegawaian, 

bimbingan mental, asistensi, bintek dan workshop ; 

5. Peningkatan penghargaan bagi ASN Pemerintah Kota Semarang ; 

6. Penegakan disiplin pegawai secara masif ; 

7. Penggunaan absensi presensi berbasis barcode ; 

8. Sertifikasi ISO 9001:2015 Lembaga Diklat Pemerintah Kota Semarang ; 

9. Akreditasi “A” bagi penyelenggaraan diklat pengadaan barang dan jasa ; 

10. Seleksi Penerimaan Pegawai Mutasi Masuk menggunakan Computer 

Assisment Test (CAT) ; 

11. Seleksi Pemilihan pegawai teladan menggunakan Computer Assisment 

Test (CAT) ; 

12. Ujian penyesuaian ijasah menggunakan Computer Assisment Test 

(CAT) ; 

13. Sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan terupdate rutin ; 

14. Penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat II,III dan IV yang dapat 

lulus 100%; 

15. Penyelenggaraan latsar bagi cpns, diklat teknis dan fungsional berbasis 

kompetensi. 

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Kota Semarang dalam periode 2016-2021 dapat 

dilihat pada tabel 2.3.1 dan untuk anggaran serta realisasi 

anggaran yang digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang yang 

dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan 

Kegiatan per tahun di lihat pada tabel 2.3.2 sebagai berikut : 
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Tabel 2.3.1 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang  
Kota Semarang 

 

No 
Indikator Kinerja Sesuai Tugas 

dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 
NSPK 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 

lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

1 2 3 4 5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Cakupan Pelayanan Adminsitrasi 

Perkantoran 
- - - 100% 100% 100% 100% 100% n/a 100% 100% 100% 100 % 100% 

Tahun 

berjalan 
100% 100 100 100 100% n/a 

2 
Cakupan Pelayanan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
- - - 100% 100% 100% 100% 100% n/a 100% 100% 100% 100 % 100% 

Tahun 

berjalan 
100% 100 100 100 100% n/a 

3 
Cakupan Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 
- - - 100% 100% 100% 100% 100% n/a 100% 100% 100% 100 % 100% 

Tahun 

berjalan 
100% 100 100 100 100% n/a 

4 
Tertib Pelaporan Capaian Kinerja 

Keuangan 
- - - 100% 100% 100% 100% 100% n/a 100% 100% 100% 100 % 100% 

Tahun 

berjalan 
100% 100 100 100 100% n/a 

5 
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil 
Negara (ASN) - - - >76 76 78 80 82 84 >76 84,24 78,42 80,90 82,28 

Tahun 
berjalan 100% 111% 101% 101% 100% n/a 

6 
Indeks Kepuasan Aparatur terhadap 
layanan kepegawaian 

- - - 74 75 76 77 78 79 74 75,99 76,58 80,30 80,3 
Tahun 

berjalan 100% 101% 101% 104% 103% n/a 

7 Prosentase akurasi data kepegawaian - - - 95% 95% 96% 97% 98% 99% 95% 98,65% 99,00% 99,00% 99% 
Tahun 

berjalan 100% 104% 103% 102% 101% n/a 

8 
Tingkat ketepatan waktu layanan dan 
keakuratan produk layanan 

- - - 95% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 
Tahun 

berjalan 100% 100% 100% 100% 100% n/a 

9 
Prosentase pegawai yang 

mendapatkan hukuman disiplin 
- - - < 1% 0,95% 0,95% 0,85% 0,80 % 0,75% < 1% 0,002% 0,44% 0,25% 0,30% 

Tahun 

berjalan 100% 100% 46 % 29 % 38 % n/a 

10 
Presentase peserta diklat 
kepemimpinan yang lulus 

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,53% 100% 
Tahun 

berjalan 100% 100% 100% 99% 100% n/a 

11 
Prosentase peserta diklat prajabatan 
yang lulus 

- - - 100% 100% 100% 100% 
Tidak 

terdapat 

diklat 

100% 100% 100% 
Tidak 

terdapat 

diklat 

100% 100% 
Tahun 

berjalan 100% 100% 0% 100% 0 % n/a 

12 

Prosentase peserta diklat teknis dan 

fungsional yang mendapatkan 
sertifikat kompetensi 

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 76% 198,00% 94,66% 100% 
Tahun 

berjalan 100% 76% 198% 95% 100% n/a 

13 
Pemantapan sistem informasi 
manajemen aparatur 

- - - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Tahun 

berjalan 100% 0 0 0 0 0 

14 
Status akreditasi (sertifikasi) lembaga 
Diklat Pemkot Semarang 

- - - 1 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2 
Tahun 

berjalan 
0 100% 100% 100% 100% n/a 
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Tabel 2.3.2 

Anggaran dan Realiasasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang  

Tahun 2016 – 2021 
 

NO 
URUSAN / 

PROGRAM 

Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Pada Tahun Ke- Rasio Antara Realisasi dan Anggaran 
Rata-Rata 

Pertumbuhan 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  

Anggaran 

 

Realisasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Program 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

631.902 

.000 

4.070.

247.00

0 

3.207.43

9.000 

6.060.35

6.845 

1.977.5

83.536 

0 612.828.

213 

3.989.691

.375 

3.181.01

1.393 

5.973.76

6.873 

1.971.72

1.203 

Tahun 

berjalan 

96,98 98,02 87,42 95,44 97,36 0 6,64 
 

6,64 
 

2 Program 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

415.232 

.000 

2.778.

260.30

0 

1.219.30

0.230 

548.552. 

000 

 

613.139

. 

994 

 

0 362.738.

895 

2.448.838

.924 

1.031.08

2.826 

535.882.

051 

608.169.

120 

Tahun 

berjalan 

 

87,36 

 

88,14 

 

91,59 

 

97,77 

 

93,09 

0 5,71 
 

5,71 
 

3 Program 

peningkatan 

kapasitas 

sumber daya 

aparatur 

23.500. 

000 

20.478

.000 

32.000.0

00 

3.937.50

0 

5.852.5

00 

0 22.304.5

00 

18.310.50

0 

31.290.6

00 

3.937.50

0 

5.852.50

0 

Tahun 

berjalan 

 

94,91 

 

89,41 

 

97,72 

 

98,14 

 

100,00 

0 6,99 
 

6,99 
 

4 Program 

peningkatan 

pengembangan 

sistem 

pelaporan 

capaian kinerja 

dan keuangan 

271.100 

.000 

394.67

7.000 

392.199.

000 

354.453.

200 

105.879

.350 

0 265.283.

550 

372.343.5

50 

373.983.

500 

373.983.

500 

105.878.

950 

Tahun 

berjalan 

 

 

97,85 

 

 

94,34 

 

 

95,82 

 

 

99,76 

 

 

98,22 

0 4,49 
 

4,49 
 

5 Program 

pembinaan dan 

pengembangan 

aparatur 

7.302.9 

41.000 

4.150.

761.50

0 

5.845.64

5.230 

8.054.67

2.800 

1.627.9

83.654 

 

0 6.799.65

2.850 

3.901.124

.622 

5.236.67

8.942 

7.411.99

3.861 

1.624.85

4.154 

Tahun 

berjalan 

 

93,11 

 

93,98 

 

77,47 

 

89,33 

 

90,86 

0 4,96 
 

4,96 
 

6 Program 

Peningkatan 

Kompetensi 

Aparatur 

0 4.490.

687.00

0 

3.867.69

5.780 

1.932.89

8.800 

1.522.9

93.000 

0 0 4.429.801

.200 

3.828.28

1.470 

1.932.51

1.250 

1.522.99

3.000 

Tahun 

berjalan 

0 98,64 98,98 99,98 100,00 0 2,59 
 

2,59 
 

7 Program 

Pengembangan 

Kompetensi 

Aparatur 

0 4.419.

612.00

0 

3.897.01

3.560 

1.519.28

2.405 

692.724

.750 

0 0 4.167.352

.214 

3.828.71

3.579 

1.512.10

6.730 

692.724.

750 

Tahun 

berjalan 

0 94,29 98,25 99,28 100,00 0 3,87 
 

3,87 
 

8 Program 

Pengembangan 

Lembaga 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

0 364.15

4.000 

2.727.51

4.100 

1.950.37

0.450 

1.146.8

35.166 

0 0 331.491.6

00 

2.494.50

4.498 

1.919.32

4.504 

1.138.33

7.842 

Tahun 

berjalan 

0 91,03 91,46 98,41 99,26 0 3,97 
 

3,97 
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9 Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

0 0 0 0 0 

19.126

.630.2

90 

 0 0 0 0 
Tahun 

berjalan 
- - - - - 

Tahun 

berjalan 

Tahun 

berjalan 

Tahun 

berjalan 

10 Program 

Kepegawaian 

Daerah 0 0 0 0 0 

6.879.

018.08

8 

 0 0 0 0 
Tahun 

berjalan 
- - - - - 

Tahun 

berjalan 

Tahun 

berjalan 

Tahun 

berjalan 

11 Program 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

0 0 0 0 0 

8.104.

929.62

2 

 0 0 0 0 
Tahun 

berjalan 
- - - - - 

Tahun 

berjalan 

Tahun 

berjalan 

Tahun 

berjalan 

J U M L A H 
8.644.67

5.000 

20.688

.876.8

00 

21.188.8

06.900 

20.424.5

24.000 

7.692.9

92.000 

 

 

8.062.80

8.008 

 

19.708.83

3.985 

20.005.5

46.808 

19.637.9

38.469 

7.670.53

1.519 

Tahun 

berjalan 
 

      Sumber Data : BKPP Kota Semarang 2021 
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Dari tabel 2.3.1 dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja 

pelayanan BKPP Kota Semarang pada tahun 2016-2021 dapat 

dikatakan berhasil, namun masih ada beberapa indikator kinerja 

yang harus dioptimalkan seperti indeks profesionalitas aparatur 

sipil Negara (ASN) yang pada tahun 2020 masih sebesar 82,28 %. 

Pada Tahun 2020 kinerja yang dicapai pada indikator indeks 

profesionalitas aparatur sipil Negara (ASN) sebenarnya berhasil 

meningkat  dari yang telah ditargetkan pada sasaran peningkatan kualitas 

sumber daya aparatur di tahun-tahun sebelumnya. Namun apabila dilihat 

perolehan nilai 82,28% sesuai Permenpan No. 38 tahun 2018 tentang 

pengukuran indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara masuk pada kategori 

tingkat profesionalitas ASN yang tinggi dengan dasar pengukuran 

menggunakan penilaian mandiri belum menggunakan database langsung dari 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Sehingga pengukuran indeks 

profesionalitas Aparatur Sipil Negara harus lebih dioptimalkan lagi terutama 

pengukuran yang menggunakan database langsung dari Sistem Aplikasi 

Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Kemudian jika dilihat nilai indeks kepuasan 

pada layanan kepegawaian yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang mengalami trend peningkatan setiap 

tahun, dimana tahun 2020 mendapatkan nilai indeks kepuasan layanan 

kepegawaian sebesar 80,3 yang masih perlu ditingkatkan pada tahun 

selanjutnya. 

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang juga 

telah mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk penyelenggaraan 

pengelolaan diklat pra-jabatan dan kepemimpinan serta di tahun 2019 

telah juga mendapatkan sertifikat akreditasi A untuk ujian dan 

penyelenggaraan diklat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari Lembaga 

Kebijakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP). Perolehan sertifikasi 

ISO 9001:2015 maupun sertifikasi akreditasi A untuk diklat pengadaan 

barang dan jasa ini merupakan salah satu bentuk komitmen Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam menjamin mutu 

dari penyelenggaraan diklat. 

Jika dilihat dari sisi anggaran sebagaimana tersaji pada tabel 

2.3.2 dapat diketahui bahwa jumlah anggaran Badan Kepegawaian 
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Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang mengalami trend yang 

dinamis, hal ini dikarenakan anggaran yang dibutuhkan 

disesuaikan dengan peraturan/regulasi yang ada dengan 

memperhatikan azas manfaat bagi orang banyak dan berbasis 

kinerja serta mempertimbangkan kondisi yang mempengaruhi di 

tahun tersebut. Sebagaimana pada tahun 2020 telah terjadi 

pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penetapan status Pandemi 

Internasional Covid-19 oleh World Health Organization (WHO) dan ditetapkan 

juga melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) sebagai Bencana Nasional, menyebabkan peralihan prioritas pembangunan 

dan kebiasaan di masyarakat yang biasa dikenal new normal seperti 

penggunaan masker sehari-hari, penerapan protokol kesehatan secara ketat 

dan social distancing guna menghindari terjadinya penularan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). 

Apabila di breakdown pada output-output penunjang tugas 

dan fungsi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota 

Semarang pada tahun 2016-2021 tersaji data-data sebagai berikut : 

a. Dilihat dari kebutuhan pegawai 
 

Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Kota Semarang setiap tahun selalu mengirimkan kebutuhan 

pegawai pada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi 

Birokrasi melalui aplikasi e-formasi, adapun data per tahun kebutuhan 

pegawai di Pemerintah Kota Semarang sebagai berikut : 

Tabel 2.3.3 
REKAPITULASI KEBUTUHAN PEGAWAI TAHUN 2016-2020 

 
 

TAHUN Jumlah Pegawai 

 

Jumlah Kebutuhan 

Pegawai  

2018 s/d 

2023 

Jumlah 

Kekurangan 

Usulan 

Tambahan  

PNS NON PNS 
 

2020 9.766 
 

8.254 21.858 12.092 5.544 
 

2019 10.605 8.354 20.457 9.852 9.852  

2018 10.661 5.729 15.681 5.020 5.020  

2017 11.468 6.514 19.576 8.108 8.108  

2016 12.238 5.683 17.921 4.299 4.299  
                               Sumber Data : Lkpj 2016-2020 BKPP Kota Semarang (diolah) 
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b. Dilihat dari Pelaksanaan Pengelolaan, Pengembangan Sistem Informasi 
Kepegawaian dan Database PNS 
 

Pada umumnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota 

Semarang (BKPP) menggunakan 2 (dua) aplikasi terkait database PNS, yaitu 

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (e-SISDM) yang dikelola oleh Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sedangkan Sistem 

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) merupakan sistem informasi 

manajemen kepegawaian nasional yang dikelola oleh Badan Kepegawaian 

Negara (BKN). Berkaitan dengan pengembangan maupun maintenance Sistem 

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian SAPK merupakan kewenangan dari 

Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kota Semarang hanya melakukan 

pengembangan dan maintenance pada aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya 

Manusia (e-SISDM).  

 

c. Data Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL) 
  

Pemerintah Kota Semarang di akhir tahun 2020 mempunyai 34 Tenaga 

Pekerja Harian Lepas (TPHL). Dimana merupakan tenaga tambahan yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota 

Semarang untuk data TPHL dalam kurun waktu 2016-2020 sebagai berikut : 

Tabel 2.3.4 
DATA TPHL PEMERINTAH KOTA SEMARANG  

TAHUN 2016-2020 
 

DATA TPHL 2016 2017 2018 2019 2020 

SK Penugasan Kembali 

dan Perjanjian Kontrak 

49 43 38 34 36 

SK Penugasan Baru 0 0 0 0 0 

SK Pemberhentian 1 1 4 9 2 

                      Sumber Data : Lkpj 2016-2020 BKPP Kota Semarang (diolah) 

 
 

d. Dilihat dari Pelayanan Kenaikan Pangkat, Ujian Penyesuaian Pangkat 
dan Mutasi  

 
Sesuai Ps. 1 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 sebagaimana 

telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002, disebutkan bahwa kenaikan 

pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas “prestasi kerja” dan 

pengabdian PNS terhadap Negara, selain itu Kenaikan Pangkat juga 
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dimaksudkan sebagai motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih 

meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Karena Kenaikan Pangkat 

merupakan “penghargaan” dan setiap penghargaan baru mempunyai nilai 

apabila Kenaikan Pangkat tersebut diberikan “tepat pada orangnya” dan “tepat 

pada waktunya”. Untuk itu setiap atasan berkewajiban mempertimbangkan 

Kenaikan Pangkat bawahannya untuk dapat diberikan tepat pada waktunya. 

Tabel 2.3.5 

REALISASI KENAIKAN PANGKAT PNS  

TAHUN 2016-2020 
  

PERIODE 
JUMLAH ( SK )     

TAHUN APRIL (SK)  OKTOBER (SK) 

2020 964  565 1.529 

2019 1.298  496 1.794 

2018 1.124  544 1.668 

2017 784  433 1.216 

2016 674  342 1.016 

Sumber Data : Lkpj 2016-2020 BKPP Kota Semarang (diolah) 
 

 

Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi 

PNS dikarenakan adanya pandemi covid-19. Sehingga sampai dengan 

Desember 2020 jumlah peserta ujian penyesuaian ijasah di Pemerintah Kota 

Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2.3.6 
DATA KELULUSAN PESERTA UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH  

PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2020 
 

TAHUN 

 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

JUMLAH 

PESERTA 

HASIL UJIAN 

LULUS 
TIDAK 

LULUS  

 S3 0  0  0 

 S2 18  16  2 

 S1 244  241  3 

2016-2020 D3 123  117  6 

 D2 4  4  0 

 SMA 26  9  17 

 SMP 46  42  4 

 Jumlah 461  429  32  
                  Sumber Data : Lkpj 2016-2020 BKPP Kota Semarang (diolah) 

 

Dalam rangka kepentingan organisasi dan pengembangan pegawai, 

juga dilaksanakan perpindahan jabatan, tugas dan wilayah bagi PNS. Dengan 

memperhatikan kebutuhan organisasi dan tentunya sebagai salah satu usaha 

untuk memperluas pengalaman, wawasan serta kemampuan yang 
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bersangkutan. Adapun data mutasi PNS Kota Semarang Tahun 2016-2020 

seperti di bawah ini : 

Tabel 2.3.7 
DATA MUTASI PNS KOTA SEMARANG  

TAHUN 2016-2020 

 
  

 
 
 

Tahun 

MUTASI KELUAR 

MUTASI 
MASUK 

MUTASI 
ANTAR 
SKPD 

PEMKOT 
SEMARANG 

 
KE 

PEMERINTAH 
PROVINSI 
JATENG 

KAB/ 
KOTA 
DLM 
WIL. 
PROV 

JATENG 

KAB/ 
KOTA 
LUAR 

WILAYAH. 
JATENG 

PROVINSI 
LUAR 

WILAYAH. 
JATENG 

KEMENTRIAN 
/ LEMBAGA 

2020 
 

0 
 

 
5 
 

0 1 0 27 98 

2019 0 7 2 1 2 27 350 

2018 0 2 1 3 4 51 283 

2017 0 4 2 9 5 67 140 

2016 0 0 2 45 9 58 269 

              Sumber Data : Lkpj 2016-2020 BKPP Kota Semarang (diolah) 
 

e. Dilihat dari Pengembangan Karir PNS  
 

Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Kota Semarang menyelenggarakan Pelantikan Pejabat 

Struktural maupun Pejabat Fungsional Pertama Sampai dengan tahun 2020, 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memberikan 

ijin belajar, ijin gelar, tugas belajar dan ujian dinas seperti pada tabel di bawah 

ini : 
 

Tabel 2.3.8 
JUMLAH PNS TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN IJIN GELAR 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
TAHUN 2016-2020 

 

TAHUN 
PNS TUGAS 
BELAJAR 

PNS IJIN 
BELAJAR 

PNS IJIN GELAR 
 

PNS UJIAN DINAS 
 

2020 10 137 78 27 

2019 10 124 140 16 

2018 14 200 160 7 

2017 6 187 122 0 

2016 6 183 122 0   
             Sumber Data : Lkpj 2016-2020 BKPP Kota Semarang (diolah) 

 

 

f. Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya  

Sebagai wujud penghargaan Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang berdedikasi diberikanlah Satya Lancana Karya Satya. Penghargaan 
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Satya Lancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan 

kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun, 

20 (dua puluh) tahun, 30 (tiga puluh) tahun atau lebih dengan penuh 

kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945, sebagai penghargaan atas jasa-

jasanya terhadap negara. Untuk pelaksanaan penyerahan Tanda Penghargaan 

Satya Lancana Karya Satya Tahun 2020 dilaksanakan bertepatan dengan Hari 

Jadi Kota Semarang dan Hari Korpri. 

Tabel 2.3.9 
DATA PENERIMA PENGHARGAAN SATYA LANCANA KARYA SATYA PNS 

KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2020 
 

NO 
 

JENIS 
PENGHARGAAN 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 2020 

1 S.L.K.S. 10 Tahun 26 11 50 37 62 

2 S.L.K.S. 20 Tahun 113 88 90 62 74 

3 S.L.K.S. 30 Tahun 33 60 45 41 49 

 
JUMLAH 
SELURUHNYA 

172 159 185 140 185 
        

                         Sumber Data : Lkpj 2016-2020 BKPP Kota Semarang (diolah) 

 

 
g. Pembinaan Mental, Disiplin Aparatur Dan Peningkatan Pemahaman 

Manajemen ASN 

 
 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang secara 

berkala melaksanakan pembinaan mental aparatur bagi PNS Pemerintah Kota 

Semarang oleh motivator-motivator yang professional di bidangnya. Kegiatan 

Pembinaan Mental Aparatur minimal dilaksanakan sebanyak 4 kali per tahun 

dengan peserta sebanyak + 200 peserta. Selain pelaksanaan bintal, Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang juga menyediakan 

klinik konseling bagi PNS yang mengalami permasalahan-permasalahan baik 

permasalahan pribadi maupun kedinasan yang ditangani oleh psikolog-

psikolog yang telah berpengalaman, yang dilaksanakan sebanyak 24 kali 

dalam setahun.  

Berbagai upaya peningkatan Disiplin dan dedikasi PNS dilakukan 

secara refresif oleh Pemerintah Kota Semarang dan telah dilaksanakan secara 

rutin, berkesinambungan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik 

yang bersifat normatif (melalui Surat Edaran tertulis), bersifat motivasi 

maupun berupa kegiatan secara langsung maupun penegakaan disiplin antara 
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lain pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) yang dilaksanakan setiap bulan 

per tahunnya, pelaksanakan rapat koordinasi (rakor) kepegawaian yang 

mengundang seluruh stackholder terkait kepegawaian guna meningkatkan 

kapasitas sumber daya manusia pengelola kepegawaian terhadap aturan-

aturan kepegawaian. Adapun rapat koordinasi (rakor) kepegawaian 

dilaksanakan sebanyak + 4 (empat) kali per tahun dengan peserta sebanyak 

250 peserta setiap sesinya, operasi yustisi gabungan di fasilitas-fasilitas 

umum pada jam-jam kerja seperti di pasar-pasar, mall dan tempat lainnya, 

melaksanakan pembekalan peningkatan disiplin PNS yang merupakan 

bimbingan teknis dan penyampaian aturan terkait disiplin PNS secara 

berkelanjutan dan terjadwal. 

Di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 pada di seluruh dunia tanpa 

terkecuali di Kota Semarang. Sehingga pada tahun 2020 sampai dengan 

sekarang maka tidak dilaksanakan kegiatan apel pagi hari Jum’at dan 

kegiatan senam bagi pegawai di lingkungan gedung Balaikota Semarang, 

Gedung Pandanaran dan Gedung Juang untuk menjaga social distancing. Juga 

diberlakukan work from home dan kegiatan-kegiatan tatap muka bergeser 

pada kegiatan secara daring/online menggunakan zoom meeting atau aplikasi 

sejenisnya 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang juga 

melakukan pemeriksaan atas berbagai kasus/masalah kepegawaian terutama 

yang menyangkut pelanggaran disiplin PNS. Mulai bulan januari 2016 sampai 

dengan bulan Desember 2020 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

mendapatkan hukuman disiplin adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.3.10 

DATA SK HUKUMAN DISIPLIN PNS PEMERINTAH  

KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2020 
 

NO SK HUKUMAN DISIPLIN 2016 2017 2018 2019 2020 

 
1. 

TINGKAT RINGAN 10 7 7 3 4 

 
Teguran Lisan 3 0 3 1 1 

 
Teguran Tertulis 1 2 1 1 3 

 
Pernyataan Tidak Puas secara tertulis 6 5 3 1 0 

2. 
TINGKAT SEDANG 7 7 14 16 13 

 
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala 4 2 7 3 7 

 
Penundaan Kenaikan Pangkat 1 4 1 0 0 

 

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 

selama 1 th 

2 1 6 13 6 

3. 
TINGKAT BERAT 21 22 26 8 12 

 

Penurunan Pangkat pada pangkat yang 

setingkat lebih rendah selama 3 th 

10 15 18 4 8 

 

Pemindahan dalam rangka penurunan 

jabatan setingkat lebih rendah 

0 0 2 0 0 

 
Pembebasan Jabatan 5 4 4 3 0 

 

  Pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri sebagai PNS 

6 3 2 1 4 

 

Pemberhentian tidak dengan hormat 

sebagai PNS 

0 0 0 0 0 

 
 JUMLAH 38 36 47 27 29 

Sumber Data : Lkpj 2016-2020 BKPP Kota Semarang (diolah) 
 

Kemudian juga dapat dilihat dari data PNS yang mengajukan ijin 

perceraian adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3.11 

DATA PNS YANG MELAKUKAN IJIN PERCERAIAN TAHUN 2016-2020 

No Jenis SK 2016 2017 2018 2019 2020 

1. SK Pemberian Izin Perceraian 24 26 22 0 12 

2. SK Penolakan Izin Perceraian 0 0 1 22 1 

3. Surat Keterangan untuk 
melakukan Perceraian 

6 11 9 14 16 

 JUMLAH 30 37 32 36 29 

           Sumber Data : Lkpj 2016-2020 BKPP Kota Semarang (diolah) 
 

h. Pelaksanaan Administrasi Kesejahteraan Pegawai  
 

Dalam rangka memberikan pelayanan bidang administrasi 

kesejahteraan pegawai, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota 

Semarang memberikan layanan berupa penyelesaian administrasi 
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kesejahteraan pegawai yang meliputi : pengajuan Kartu Istri (Karis) / Kartu 

Suami (Karsu), Ijin cuti, Asuransi dan Bapertarum. Sampai dengan Desember 

2020, penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai sebagai berikut: 

Tabel 2.3.12 
DATA PENYELESAIAN KARIS/KARSU, IJIN CUTI, KGB, 

BAPERTARUM, ASURANSI DAN RALAT KONVERSI NIP  

TAHUN 2016-2020 
 

TAHUN KARIS/KARSU/KARPEG IJIN 
CUTI 

BAPERTARUM ASURANSI Kenaikan 
Gaji 

Berkala 

Ralat/Cetak 
Ulang 

Konversi 
NIP 

2020 1297 200 0 0 4276 5 Surat 
Keputusan 

2019 211 490 10 434 1.921 10 Surat 
Keputusan 

2018 116 490 9 40 0 0 Surat 
Keputusan 

2017 111 622 8 76 0 0 Surat 
Keputusan 

2016 906 506 23 71 0 0 Surat 
Keputusan 

Sumber Data : Lkpj 2016-2020 BKPP Kota Semarang (diolah) 
                                     

i. Pemberhentian PNS  

Pemberhentian sebagai PNS yaitu pemberhentian yang menyebabkan 

yang bersangkutan  tidak  lagi  berkedudukan  sebagai  PNS.  Pemberhentian  

PNS meliputi: 

1. Pemberhentian PNS atas permintaan sendiri;  

2. Pemberhentian PNS karena telah mencapai batas usia pensiun 

(BUP).  

3. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi;  

4. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran tindak 

pidana/penyelewengan;  

5. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani;  

6. Pemberhentian karena meninggalkan tugas;  

7. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang;  

8. Pemberhentian karena hal-hal lain.  
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Tabel 2.3.13 

DATA PNS/CPNS YANG DIBERHENTIKAN TAHUN 2016-2020 

          

NO 

JENIS SK 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Penetapan Pemberhentian 

Sementara 

2 3 0 0 1 

2. Pemberhentian karena 

melakukan pelanggaran tindak 

pidana / penyelewengan 

2 5 0 1 0 

3. Pemberhentian karena 

hukuman disiplin 

6 3 2 1 0 

4. Pemberhentian dengan hormat 

atas permintaan sendiri tanpa 

hak pensiun 

3 1 3 1 0 

 JUMLAH 13 12 5 3 1 
Sumber Data : Lkpj 2016-2020 BKPP Kota Semarang (diolah) 

 
 

Adalah hak PNS yang diberikan oleh Pemerintah sebagai Jaminan Hari 

Tua dan sebagai penghargaan atas jasanya selama bertahun-tahun bekerja 

kepada pemerintah. Untuk kelancaran dan ketepatan waktu pemenuhan hak 

Pensiun  PNS diharapkan kelengkapan berkas persyaratan pensiun sudah 

dapat disampaikan ke BKPP Kota Semarang paling lambat 6 (enam) bulan 

sebelum yang bersangkutan pensiun, sehingga sebagaimana yang selama ini 

sudah berjalan Surat Keputusan Pensiun sudah dapat diterima paling lambat 

2 bulan sebelum jatuh tempo masa pensiun. 

 

Tabel 2.3.14 
REALISASI PENYELESAIAN KEPUTUSAN PENSIUN PNS  

PEMERINTAH KOTA SEMARANG  

TAHUN 2016-2020 
 

NO JENIS 

PENSIUN 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Mencapai BUP 526 532 563 643 731 

2. Permintaan 

Sendiri 
29 15 15 9 5 

3. Keuzuran 

Jasmani 
3 2 3 4 3 

4. Meninggal dunia 

(janda/duda) 
53 26 72 57 30 

 J U M L A H 611 576 653 709 769  
          Sumber Data : BKPP Kota Semarang per Desember 2020 

 

Pada unsur pendidikan dan pelatihan hgasil kinerja pelayanannya 

selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 

 

 

 



38  

Tabel 2.3.15 
REKAPITULASI PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN 

FUNGSIONAL DARI PERANGKAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG  

TAHUN 2016 – 2021 
 

No Uraian Sat 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Targ
et 

Realisa
si 

Targ
et 

Realis
asi 

Targ
et 

Realis
asi 

Target Realis
asi 

Targ
et 

Realis
asi 

Targ
et 

Realis
asi 

 
1 

Jumlah 

Peserta 

yang 

dikirim 

 
Orang 

100 115 100 114 100 201 80 79 80 7 95 18 

Sumber data : BKPP  Kota Semarang Tahun 2021 (diolah) 

 

Tabel 2.3.16 
REKAPITULASI PESERTA DIKLAT PRA JABATAN  

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

TAHUN 2016 – 2021 

 

JENIS SAT TARGET 

TAHUN 
2016 

TAHUN 

2017 

TAHUN 

2018 

TAHUN 

2019 

TAHUN 

2020 

TAHUN 

2021 

GOL. 

II 

GOL. 

III 

GOL. 

II 

GOL. 

III 

GOL. 

II 

GOL. 

III 

GOL. 

II 

GOL. 

III 

GOL. 

II 

GOL. 

III 

GOL. 

II 

GOL. 

III 

DARI 
TENAGA 
HONORER 
(K2) 

Orang 

Sesuai kuota 

yang 

dikirimkan per 

tahun 

0 0 0 6 0 0 2 6 0 0 0 0 

DARI 

FORMASI 

Orang 13 62 0 0 0 0 145 533 0 0 236 12 

UMUM               

Sumber data : BKPP Kota Semarang Tahun 2021 (diolah) 

 

Tabel 2.3.17 
REKAPITULASI PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 – 2021 

Sumber data : BKPP Kota Semarang Tahun 2021 (diolah) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO URAIAN SAT 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 Diklat Pim Tk. 
II 

Orang 4 4 2 2 6 6 2 2 5 4 5 4 

2 Diklat Pim Tk. 
Ill 

32 32 5 5 34 34 30 25 30 30 3 3 

3 Diklat Pim Tk. 
IV 

90 90 120 120 60 60 40 40 80 40 60 60 
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Tabel 2.3.18 
REKAPITULASI PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

TAHUN 2016 – 2021 

No Uraian Sat 

2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target 
 

Realisasi 
 

 

1 
Diklat Teknis 

Penyusunan 

Perundang-

undangan 
 

Orang 30 30 - - - - - - - - - - 

 
 

2 

Diklat Teknis 

Pengelolaan Pasar 

Orang 30 30 - - - - - - - - - - 

 
 

3 

Diklat Pengelolaan 

BLU bagi 

Puskesmas 

 

Orang 30 30 - - - - - - - - - - 

4 Diklat TOT 

Komunikasi 

 

Orang 30 30 - - - - - - - - - - 

 

5 
Diklat Self 

Assesment Pajak 
 

Orang 26 26 - - - - - - - - - - 

6 
Diklat Pemetaan 

Daerah Bencana 

 

Orang 
30 30 

- - - - - - - - - - 

 

7 
Diklat Komputer 

(Angkatan I s/d VI) 

 

Orang 180 180 - - - - - - - - - - 

 

8 
Diklat Bendahara 

Pengeluaran 

 

Orang 30 30 - - - - - - - - - - 

 

9 
Diklat Pengadaan 

Tanah 
 

Orang 30 30 - - - - - - - - - - 

10 
Diklat Survey Lalin 

dan Angkatan 

 

Orang 30 
30 

- - - - - - - - - - 

11 
Diklat Teknis 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

 

Orang 30 
30 

- - - - - - - - - - 

 
12 

Diklat Pengadaan 

Barang/Jasa  

 

Orang - - 30 30 30 30 30 30 - - 30 30 

13 
Diklat SAKIP 

 

Orang - - 30 
30 

- - - - - - - - 

14 
Diklat Manajemen 

Pelatihan  

 

Orang - - 30 
30 

- - - - - - - - 

15 
Diklat Pengelola 

Informasi Publik  

 

Orang - - 30 
30 

- - - - - - - - 

16 
Diklat Capacity 

Building  

Orang - 
- 

240 
240 

120 
120 

120 
120 220 220   

17 
Diklat Pemetaan 

Tingkat Dasar 

 

Orang - 
- 

30 
30 

- - - - - - - - 

18 Diklat Pengelolaan  

Aset  

Orang - - 30 30 - - - - - - - - 

 

19 
Diklat Manajemen 

Proyek  

 

Orang - - 28 28 

 

- - - - - - - - 
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No Uraian Sat 

2016 2017 2018 2019 2020 

 
2021 

 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target 
 

Realisasi 
 

20 
Diklat Penanganan 

Permukiman 

Kumuh Perkotaan  

Orang - 
- 

30 
30 

- - - - - - - - 

21 
Diklat Mitigasi dan 

Adaptasi 

Perubahan Iklim  

Orang - 
- 

30 
30 

- - - - - - - - 

22 
Diklat Gizi Center 

Bagi Tenaga Gizi  

Orang - - 30 30 - - - - - - - - 

23 
Bintek Penyusunan 

SOP Angkatan I 

dan Angkatan II  

Orang - - 55 55 - - - - - - - - 

24 
Diklat Office 

Komputer Lanjutan  

Orang - - 30 30 - - - - - - - - 

25 
Diklat Teknis 

Penanganan Banjir  

Orang - - - - 30 30 - - - - - - 

26 
Diklat Teknis 

Hukum Kontrak  

Orang - - - - 30 30 - - - - - - 

27 
Diklat Teknis 

Penatausahaan 

Keuangan  

Orang - - - - 30 30 32 32 30 30 - - 

28 
Diklat Komputer 

(Angkatan I s/d IV) 

Orang - - - - 120 120 - - - - - - 

29 
Diklat Pengelolaan 

Aset  

Orang - - - - 30 30 - - - - - - 

30 
Diklat Fungsional 

Kesehatan  

Orang - - - - 30 30 - - - - - - 

31 
Diklat Teknis 

Keuangan 

Kelurahan  

(Angkatan I s/d II) 

Orang - - - - - - 80 80 - - - - 

32 
Diklat Manajemen 

Risiko Pengadaan  

Orang - - - - - - 21 21 - - - - 

33 
Diklat 

Pengendalian 

Longsor  

Orang - - - - - - 30 30 - - - - 

34 
Diklat CS Angkatan 

I  

Orang - - - - - - 30 30 - - - - 

35 
Diklat Teknis 

Pengelolaan Aset 

Milik Daerah 

Orang - - - - - - - - 30 30 - - 

36 
Diklat Teknis 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah 

Orang - - - - - - - - - - 30 30 

37 
Diklat Customer 

Service (Angkatan 1 

dan 2) 

Orang - - - - - - - - - - 64 64 

38 
Diklat 

Penatausahaan 

Keuangan 

Kelurahan 

(Angkatan 1 s/d 4) 

Orang - - - - - - - - - - 
160 160 

39 
Diklat Penyusunan 

RENSTRA 

Orang - - - - - - - - - - 60 60 

41 Diklat Manajemen 

Kesekretariatan 

Orang - - - - - - - - - - 30 30 

42 
Diklat Etiket 

Keprotokolan 

Angkatan 1 dan 2                     

Orang - - - - - - - - - - 
41 41 

43 
Diklat 

Kepemimpinan 

Inovasi 

Orang 60 60 60 60 30 30 0 0 0 0 0 0 

Sumber data : BKPP Kota Semarang Tahun 2021 (diolah) 
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Tabel 2.3.19 

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan  

dan  Pelatihan Tahun 2016-2021 

 
No Indikator 

Kinerja 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 Jumlah 

Pejabat 

Struktural 

yang telah 

mengikuti 

Diklat 

Kepemimpinan 

sesuai 

jenjang 

Jabatannya 

126 126 127 127 100 100 72 67 115 74 68 67 

2 Jumlah 

Pegawai yang 

Mengikuti 

Diklat Teknis 

dan 

Fungsional 

636 651 783 797 550 651 423 422 360 287 510 433 

Sumber : BKPP Kota Semarang 2016-2021 (diolah) 

 

Bila kita cermati dari uraian t a b l e - t a b e l  diatas, maka 

belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur 

dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran untuk mengikuti diklat 

teknis maupun fungsional. Sehingga dalam penyelenggaraan diklat 

masih menggunakan skala prioritas utama, pada diklat-diklat apa 

saja yang harus diselenggarakan sebagai penunjang tercapainya visi 

dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang.  

 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang 

 

Terdapat 3 (tiga) potensi yang dapat dioptimalkan menjadi kekuatan 

untuk dapat mewujudkan manajemen ASN yang baik, yaitu: (1) mandat  yang 

kuat berdasarkan Undang-Undang maupun peraturan dibawahnya; (2) 

infrastruktur kelembagaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

yang memadai sehingga akan memudahkan penetrasi pelayanan kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan; dan (3) teknologi digital yang semakin canggih yang 

dapat digunakan untuk mempermudah pelayanan kepegawaian, pendidikan 

dan pelatihan. Potensi pertama yaitu sesuai amanat undang-undang maupun 

peraturan dibawahnya meneguhkan dan memperkuat posisi BKPP sebagai 

perangkat daerah yang mengurusi manajemen ASN di Pemerintah Kota 

Semarang yang diteguhkan dengan Peraturan Walikota Semarang No. 87 
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tahun 2016, Peraturan Walikota Semarang No. 91 tahun 2016, dan Peraturan 

Walikota Semarang No. 67 tahun 2017.  

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 PP No.11/2017, Manajemen PNS 

meliputi 14 hal: (1) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) 

pangkat dan jabatan; (4) pengembangan karier; (5) pola karier; (6) promosi; (7) 

mutasi; (8) penilaian kinerja; (9) penggajian dan tunjangan; (10) penghargaan; 

(11) disiplin; (12) pemberhentian; (13) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 

dan (14) perlindungan. Kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, 

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria Manajemen ASN, sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 ayat (3) UU 

5/2014 menunjukkan betapa penting peran BKPP yang dalam hal ini sebagai 

intansi daerah yang melaksanakan manajemen PNS.  

Potensi kedua adalah infrastruktur kelembagaan BKPP. Sesuai 

Peraturan Walikota Semarang no. 87 tahun 2016 maupun perubahannya, 

menyebutkan bahwa BKPP merupakan unsur penunjang urusan 

Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. Jika dilihat kedudukannya sebagai Perangkat Daerah yang 

berkedudukan di bawah Walikota, BKPP memiliki tugas teknis spesifik yang 

diberikan oleh undang-undang hanya kepada BKPP. Sebagai lembaga dengan 

tugas spesifik di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, BKPP 

memiliki peran untuk melakukan pembinaan serta pengawasan dan 

pengendalian di semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 

Semarang terkait manajemen ASN, dikarenakan seluruh Perangkat Daerah 

memiliki struktur yang membidangi kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan 

dalam skala internal Perangkat Daerah sehingga. 

Potensi ketiga teknologi digital yang semakin canggih. BKPP telah 

mempunyai data base dan sistem informasi ASN serta sistem informasi 

pelayanan kepegawaian yang sudah terintegrasi menjadi satu dalam aplikasi 

yang bernama Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Teknologi 

(SIMPATIK). BKPP sebagai instansi penyelenggaraan manajemen ASN di 

Pemerintah Kota Semarang memiliki sumber daya berupa big data ASN 

Pemerintah Kota Semarang yang dapat dijadikan bahan untuk menentukan 

arah kebijakan pembangunan ASN kedepan. Hal ini perlu dimanfaatkan 



43  

melalui pengelolaan data yang mutakhir dan akuntabel.  

Tantangan pertama, Sistem Manajemen ASN. Manajemen ASN di 

instansi pemerintah pusat dan daerah berjalan masing-masing. Sistem yang 

dibangun belum sepenuhnya dijadikan standar yang diterapkan di seluruh 

instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Manajemen ASN berjalan 

“sesuai adat istiadat” di masing-masing instansi. Sistem pengawasan dan 

pengendalian yang masih konvensional menyebabkan biaya yang tinggi dan 

tidak optimalnya implementasi manajemen ASN. Tumpang tindih kewenangan 

antar lembaga pemerintahan yang mengurusi ASN (Kementerian PAN RB, 

KASN, LAN, dan BKN) menambah tantangan ke depan. Mengurai tumpang 

tindih keempat lembaga tersebut menjadi prioritas utama, kemudian didukung 

dengan tata kelola yang kolaboratif dalam manajemen ASN. Tantangan 

selanjutnya di bidang sistem manajemen ASN adalah peraturan perundang-

undangan yang harus segera direvisi. Masih banyak praktik manajemen ASN 

yang mengacu pada peraturan yang sudah lama sekali dan belum pernah 

ditelaah relevansinya dengan kondisi saat ini sehingga perlu disesuaikan 

dengan perkembangan terkini.  

Tantangan kedua terkait kompetensi, distribusi, dan pelayanan ASN. 

Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan publik yang bergerak 

semakin cepat, maka kompetensi ASN harus ditingkatkan. Selain peningkatan, 

isu lainnya adalah pemerataan kompetensi ASN. Perlu segera disusun standar 

kompetensi ASN, sehingga kompetensi level 3 ASN (misalnya) akan sama baik 

ASN yang bertugas dimanapun di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 

Sektor pelayanan kepegawaian pun masih belum maksimal. Standar 

Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus 

ditingkatkan kepada level pelayanan prima. Pelayanan yang mudah, cepat, 

dan murah tidak hanya menjadi slogan tetapi juga terimplementasi dalam 

praktik keseharian. Distribusi ASN juga menjadi isu penting yang perlu 

diperhatikan. Permasalahan kesenjangan jumlah, kualitas, dan 

ketidaksinkronan antara kompetensi ASN dengan kebutuhan pembangunan di 

instansinya harus segera dipecahkan agar tujuan pembangunan dapat 

tercapai dengan baik.  

Tantangan ketiga, database dan sistem informasi ASN. Pemerintah 

sebenarnya memiliki data ASN, hanya saja informasinya kurang lengkap dan 
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tidak mutakhir. Selain itu, data yang ada hanya dimiliki oleh instansinya 

masing-masing (tidak terintegrasi). Sistem database yang masih belum 

terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat mengakibatkan 

adanya perbedaan data double atau belum terupdate yang sebenarnya jika 

ditelisik lebih dalam ujung-ujungnya adalah data yang sama. Oleh karena itu, 

tantangan ke depan adalah bagaimana mengembangkan database ASN yang 

memuat informasi yang lengkap, mutakhir dan terintegrasi. Dengan adanya 

Big Data ASN maka kebijakan yang terkait manajemen ASN akan lebih tepat 

sasaran karena berlandaskan data yang valid. Setelah mengembangkan 

database yang terintegrasi, sistem informasi ASN juga harus handal. Selain 

kebijakan lebih tepat sasaran, dengan terintegrasinya sistem informasi ASN 

yang handal, maka proses pengambilan kebijakan juga akan lebih cepat dan 

berbiaya rendah.  

Tantangan keempat, penegakan tata kelola manajemen ASN. Tata kelola 

manajemen internal BKPP perlu diperkuat dari yang semula konvensional 

menjadi digital. Efisiensi anggaran dan waktu menjadi isu utama dalam 

digitalisasi. Aspek kelembagaan juga perlu dilakukan penataan lebih baik lagi. 

Kerja yang terlalu “duduk dibelakang meja” harus diubah menjadi kerja 

kolektif dan kolaboratif. Kerja kolektif dan kolaboratif menjadi syarat utama 

pencapaian sukses atas amanat Undang-Undang. Untuk itu, perlu adanya 

transformasi budaya organisasi yang lebih positif. Setelah pelaksanaan Pilkada 

serentak tahun 2020, masih akan dilaksanakan Pilkada serentak pada tahun  

2022, 2023, dan pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif pada tahun 

2024. Netralitas ASN perlu dijaga agar pelayanan publik terus berjalan secara 

adil. Korupsi dan narkoba juga harus mendapat penanganan dan penindakan 

serius agar tidak menjadi wabah yang menghancurkan bangsa Indonesia. 

Perlu diperkuat pula langkah-langkah pengawasan internal melalui SPIP dan 

pengendalian terutama terkait politik praktis, tindak pidana korupsi, dan 

pidana narkoba. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan  Fungsi 
Pelayanan BKPP Kota Semarang 

 

Permasalahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tidak 

dapat terlepas dari permasalahan yang ada pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2021-2026 yaitu 

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik masih perlu ditingkatkan 

dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang mengidentifikasi permasalahan tadi 

tidak dapat diselesaikan tanpa adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

profesional. ASN yang profesionalitas merupakan salah satu kunci 

keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana 

kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. 

Berdasarkan Permenpan No.38 tahun 2018 diperlukan pengukuran Indeks 

Profesionalitas ASN guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, 

kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas 

jabatan. Nilai indeks profesionalitas ASN pada Pemerintah Kota Semarang 

tahun 2020 sebesar 82,28 dari pengukuran penilaian mandiri. Nilai indeks 

profesionalitas ASN ini dapat dikategorikan tinggi tetapi masih perlu 

dioptimalkan lagi. Kemudian perlu diantisipasi terkait pengukuran indeks 

profesionalitas ASN ini dari cara pengukurannya apabila melalui data sistem 

aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) Sehingga pengotimalan profesionalitas 

ASN menjadi permasalahan pokok yang akan diselesaikan di tahun 

selanjutnya. 

Adapun pemetaan permasalahan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Kota Semarang pada Tahun ini dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.1 

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH 

Belum optimalnya 

tingkat 

profesionalitas ASN 

Belum optimalnya 

kinerja pelayanan 

kepegawaian 

Belum optimalnya pelayanan 

administrasi ASN BKPP 

Masih kurangnya kapasitas dan 

kapabilitas  ASN BKPP 

Belum optimalnya 

akurasi data 

kepegawaian 

Belum optimalnya pemanfaatan 

Teknologi informasi  

Belum optimalnya dukungan 

sarana dan prasarana teknologi 

informasi 

Kurangnya 

kompetensi ASN  

Belum optimalnya pengembangan 

penyelenggaraan diklat dan 

sejenisnya 

Belum optimalnya pengembangan 

kelembagaan diklat  

Belum optimalnya 

pembinaan dan 

pengembangan 

ASN 

Belum optimalnya proses 

recruitment ASN 

Belum optimalnya pengembangan 

karir ASN  

Belum optimalnya sistem reward 

and punishment 

 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang berupaya 

untuk meningkatkan profesionalisme, kesejahteraan dan kompetensi aparatur 

serta sistem pola karier yang jelas. Hal ini di arahkan untuk mewujudkan 

reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan 

dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, 

kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan 

terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, kesejahteraan yang terjamin 

serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima. Isu 

strategis secara makro yang berhubungan dengan Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota semarang adalah terkait pelaksanaan reformasi 
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birokrasi, sedangkan jika dilihat Isu-isu strategis secara mikro yang 

berkembang di masyarakat dan dapat dikaitkan dengan urusan kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut : 

1. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Skill 

Tertentu (kebutuhan kuantitas, kualitas, distribusi ASN) 

2. Pegawai Non ASN (efektifitas, efisiensi anggaran dan ketepatan sasaran 

kebutuhan) 

3. Pembelajaran Jarak Jauh dan Pelayanan Jarak Jauh (kompetensi dan 

pelayanan kepegawaian) 

4. Pengembangan Desain /Struktur Organisasi (efektifitas struktur 

organisasi dan pola karir) 

 
3.2.  Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

 

Pemerintah melalui Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah  (RPJPD)  

Kota  Semarang Tahun 2005 – 2025 adalah mempunyai fungsi 

koordinatif dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh 

karena itu pelaksanan visi dan misi dijabarkan dalam sasaran serta 

program dan kegiatan prioritas  unggulan sebagai arah pelaksanaan 

pembangunan selama lima tahun ke depan. 

Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 

2021-2026 adalah sebagai berikut : 

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan 

Pancasila dalam Bingkai NKRI” 

Pengertian terhadap Visi tersebut mengandung pengertian 

bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan 

akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan 

jasa, dengan dukungan inftrastruktur yang memadai serta tetap 

menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan 

warganya dengan dukungan pengembangan bidang politik, 

kemanan, social, ekonomi dan budaya. 

Dari definisi HEBAT dikandung pemahaman bahwa visi 

tersebut ingin mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin 

sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, 
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serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan dengan 

tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan 

perdagangan dan jasa. 

Visi pembangunan tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi 

yang terdiri: 

1. Meningkatkan Kualitas & Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang 

Unggul& Produktif Untuk Mencapai Kesejahteraan & Keadilan 

Sosial; 

2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing Dan 

Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset Dan 

Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila; 

3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, 

Pemenuhan Hak Dasar Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial 

Serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan; 

4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Yang Berwawasan 

Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota, 

5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis Dan 

Menyusun Produk Hukum Yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila Dalam 

Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pesan mendasar misi tersebut utamanya adalah untuk 

membuat masyarakat semakin sejahtera, secara singkat dimaknai  

sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, 

pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan 

didaerah. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut agar lebih 

mudah dioperasionalkan,maka dilakukan dengan mengembangkan 

semangat kegotongroyongan dengan slogan : 

“Semarang Semakin Hebat” 

Makna slogan tersebut adalah Bergerak bersama 

Menciptakan Semarang Semakin Hebat diartikan menjadikan Kota 

Semarang sebagai kota wisata, agar warga Kota Semarang semakin Bangkit 

dan sejahtera. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran 

dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. 

Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi 



49  

dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan 

kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan 

budaya dan karakter lokal. 

Dalam upaya mewujudkan Program Unggulan Misi Walikota 

Semarang, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota 

Semarang melaksanakan pencapaian Misi Walikota Semarang Ke-

5 yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis 

Dan Menyusun Produk Hukum Yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila Dalam 

Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang berupaya untuk 

meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur serta 

sistem pola karier yang jelas. Hal ini diarahkan untuk 

mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung 

sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat 

fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, 

kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi 

informasi untuk mencapai pelayanan prima. 

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi 

Secara umum terdapat sasaran yang bersinergi dalam 

pengelolaan kepegawaian baik dalam level Kementrian/Lembaga 

maupun Provinsi. Sasaran tersebut antara lain berfokus pada 

masalah kompetensi pegawai, proporsi ideal pegawai yang belum 

tercapai (kekurangan pegawai), penempatan pegawai sesuai 

kompetensi dan pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam 

kaitannya dengan pengelolaan kepegawaian. Berikut tabel visi, misi 

dan sasaran strategis dari ketiga lembaga kepegawaian : 

 

 

 

 



50  

Tabel 3.3.1. 

Visi, Misi dan Sasaran Stategis Ketiga Lembaga Kepegawaian 
 

No  MENPAN 2020 -

2024 

BKN Pusat 

Jakarta 
BKN Kanreg I 

Yogyakarta 

BKD Provinsi 

Jawa Tengah 

1 Visi Mewujudkan 
Aparatur Yang 
professional dan 
berintegritas tinggi 
untuk mencapai 
pemerintahan yang 
berkelas dunia dalam 
pelayanan kepada 
presiden dan wakil 
presiden untuk 
mewujudkan visi 
presiden dan wakil 
presiden : “Indonesia 
maju yang berdaulat, 
mandiri dan 
berkepribadian yang 
berlandaskan gotong 
royong”. 

Mewujudkan 
pengelola ASN yang 
professional dan 
berintegritas untuk 
mendukung 
tercapainya Indonesia 
maju yang berdaulat, 
mandiri dan 
berkepribadian 
berlandaskan gotong 
royong. 

“Mewujudkan 
pengelolaan ASN yang 
professional dan 
berintegritas untuk 
mendukung terciptanya 
Indonesia maju” 

Menjadi Pengelola 
manajemen 
Kepegawaian yang 
Profesional dan 
Unggul 

2 Misi 1.  Menciptakan 

kelembagaan 

dan tata kelola 

birokrasi yang 

ramping, 

lincah, 

terintegrasi dan 

berbasis 

elektronik – 

digital 

bureaucracy. 

2. Membangun 

SDM Aparatur 

yang Adaptif, 

Profesional, 

Kompetitif dan 

Berwawasan 

Global. 

1.  Pembinaan 

penyelenggaraan 

manajemen ASN 

1. Meningkatkan 

kualitas pembinaan 

penyelenggaraan 

manajemen ASN. 

1. Perencanaan 

dan 

pengembangan 

pegawai yang 

obyektif dan 

transparan 

2. Pelaksanaan 

mutasi 

kepegawaian 

yang akurat 

dan terukur 

  2.  Penyelenggaraan 

manajeman ASN 

2. Meningkatkan 

kualitas 

penyelenggaraan 

manajemen ASN. 

  3. Mengembangkan 

Sistem Manajemen 

Kinerja Instansi 

Pemerintah yang 

Transparan dan 

Akuntabel 

3.  Penyimpanan 

informasi pegawai 

ASN 

 

3. Meningkatkan kualitas 

penyimpanan 

pemanfaatan informasi 

pegawai ASN. 

3. Peningkatan 

kualitas 

pegawai 

melalui 

pengukuran 

kompetensi 

dan penilaian 

Kinerja 
  

4. Menciptakan Sistem 

Pengawasan yang 

Profesional, 

Independen dan 

Berintegritas 

 

 

 

 

5. Mewujudkan 

Pelayanan Publik 

yang Bersih, 

Akuntabel dan 

Melayani 

 

 

4. Pengawasan dan 

pengendalian 

norma, standar, 

prosedur dan 

kriteria manajemen 

ASN 

  

 

 

5. Mengembangkan 

dan mengoptimalkan 

sistim manajemen 

internal BKN 

4. Meningkatkan 

pengawasan dan 

pengendalian norma, 

standar, prosedur 

dan kriteria 

manajemen ASN. 

 

 

 

5. Mengembangkan dan 

mengoptimalkan 

sumber daya 

manusia dan sistem 

manajemen internal 

Kantor Regional I 

BKN 

4. Peningkata

n disiplin 

dan 

kesejahtera

an serta 

pelaksanaa

n netralitas 

pegawai. 

 

 

 

5. Pengelolaan 

Sistem 

Informasi 

Kepegawaian 

yang akurat 

dan 

terintegrasi 

  
 
 

 

6. Meningkatkan 

Kualitas Pengelolaan 

Reformasi Birokrasi 

  
6. Peningkatan 

tertib 

administrasi 

dan 

layanan 

prima 

kepegawaian. 
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3 Sasaran 

Strategis 

1.  Terwujudnya 

pemerintaha

n yang 

efektif dan 

efisien 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Terwujudnya SDM 

Aparatur yang 

kopeten dan 

kompetitif 

 

 

3. Terwujudnya 

pemerintah yang 

bersih, akuntabel 

dan bekerja tinggi 

 

 

 

4. Terwujudnya 

pelayanan public 

yang baik dan 

berkualitas 

 

 

 

 

 

 

5. Terwujudnya 

aparatur 

Kementrian PANRB 

yang professional 

dan berkinerja 

tinggi 

Meningkatnya tingkat 

profesionalisme 

Pegawai ASN 

1. Peningkatan 

efektivitas koordinasi 

perencanaan program 

dan kegiatan, 

sumberdaya, serta 

pengelolaan 

administrasi 

dilingkungan Kanreg 

I BKN Yogyakarta. 

 

 

 

2. Meningkatan 

kualitas Sarana dan 

Prasarana dalam 

rangka pelaksanaan 

tugas Kantor 

Regional. 

 

3. Menignkatkan 

Kualitas pelayanan 

status kepegawaian 

dan pensiun 

 

 

 

4. Meningkatkan 

kualitas pelayanan 

mutase kepegawaian 

 

 

 

 

 

 

 

5. Meningkatkan 

efektifitas 

pelaksanaan dan 

pengendalian 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Meningkatkan 

kualitas data 

kepegawaian 

1. Meningkatny

a sistem pola 

karier yang 

jelas dan 

terukur. 

 
 
 
 
 

 
2. Meningkatn

ya 

pelayanan 

manajemen 

mutasi 

kepegawaia

n. 

3. Meningkatnya 

kinerja PNS 

yang berbasis 

kompetensi. 

 

 

4. Menurunnya 

penyelesaian 

kasus 

pelanggaran 

disiplin PNS 

dan 

meningkatnya 

kesejahteraan 

PNS ; 

 

5. Meningkatnya 

akurasi data 

sumber daya 

aparatur 

melalui 

pengembanga

n sistem 

informasi 

manajemen 

kepegawaian. 

 

 

6. Meningkatnya 

layanan 

administrasi 

kepegawaian. 

      

 
 

3.4. Telaahan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dan  Kajian  

Lingkungan Hidup Strategis 

 
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang yaitu kaitannya dengan 

pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan 

adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW 

dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan 

pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. 

Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan 
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Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang hubungannya 

dengan RTRW secara langsung tidak terdapat hubungan signifikan. Tetapi 

perlu juga diperhatikan pada KLHS bahwa Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan berhubungan langsung.  

Penyusunan KLHS dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan 

Rancangan Awal, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap 

lingkungan hidup apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) 

dilaksanakan. KLHS tidak mengkaji dampak sebuah proyek, melainkan 

mengkaji dampak sebuah Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Karenanya, 

hasil dari kajian ini tentunya bersifat strategic untuk rancangan Renstra BKPP 

tahun 2021-2026 memberikan rekomendasi penyempurnaan Kebijakan, 

Rencana dan Program (KRP) yang tertuang dalam Renstra Kota Semarang 

tahun 2021-2026. Dengan kata lain, dengan adanya Pengendalian 

Lingkungan, implementasi KLHS diharapkan permasalahan lingkungan yang 

diperkirakan terjadi dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang 

berkelanjutan dapat diwujudkan di Kota Semarang.   

Berdasarkan hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk 

RPJMD tahun 2016-2021 isu strategis yang dihasilkan terdiri dari 17 

isu strategis, yaitu: (1) Kemiskinan Kota; (2) Akses dan ketersediaan 

pangan yang murah dan berkualitas; (3) Pelayanan Kesehatan dan pengobat-

an yang murah dan berkualitas; (4) Penyeleng-garaan Pendidikan yang 

mudah diakses, Merata dan berkualitas; (6) Kesejahteraan Keluarga; (7) 

Energi terbarukan yang murah dan ramah lingkungan; (8) UMKM yang kreatif 

dan berdaya saing ; (9) Industri Kreatif dan Inovatif Berbasis IT; (9) 

Infrastruktur Tangguh dan Ramah Lingkungan; (10) Keterlibatan Para Pihak 

dalam Pembangunan; (11) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (12) 

Daya Dukung Air; (13) Pemenuhan Sarana Prasarana Minimal Permukiman; 

(14) Risiko Bencana dan perubahan iklim; (15) Daya Dukung Fungsi Lindung; 

(16) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan; (17) Good Governance. Isu 

strategis dalam kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berhubungan 

dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang 

adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemudian jika dilihat dari 

hasil kajian pengaruh terdapat 2 program yang memberikan 

pengaruh/dampak terhadap isu strategis yaitu Program Kepegawaian 

Daerah dan Program Peningkatan Kapastitas ASN.  
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3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

 

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu-isu dan kebijakan 

nasional, isu dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah, kebijakan 

Kementrian maupun Lembaga non Kementrian terkait, 

perbandingan dengan Kabupaten sekitar, serta Kajian  Lingkungan  

Hidup  Strategis Kota Semarang, maka isu dan kebijakan serta 

permasalahan pembangunan yang ada selama beberapa periode 

pembangunan perlu dikaji kembali untuk penetapan isu strategis 

Kota Semarang pada pelaksanaan pembangunan periode 2016-

2021. Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat dan dapat 

dikaitkan dengan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Tahun  2016-2021 Kota Semarang adalah berkaitan 

dengan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. 

Isu strategis secara makro yang berhubungan dengan Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota semarang adalah terkait 

pelaksanaan reformasi birokrasi, sedangkan jika dilihat Isu-isu strategis 

secara mikro yang berkembang di masyarakat dan dapat dikaitkan dengan 

urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut : 

1. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Skill 

Tertentu 

Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin hari jumlah sumber daya 

aparatur (ASN) semakin menurun. Belum lagi apabila berbicara soal 

kualitasnya, Apakah semuanya merupakan sumber daya manusia yang 

berkualitas? Tentu saja tidak. Hanya beberapa saja dari mereka yang 

benar-benar sesuai dengan skill dan kriteria yang diperlukan oleh 

perangkat daerah. Pemerintah Daerah memerlukan sumber daya 

aparatur yang benar-benar mumpuni demi kemajuan dan tercapainya 

tujuan serta sasaran perangkat daerah, yang mana jumlah tersebut 

sangatlah terbatas. Hal ini membuat perangkat daerah harus bersaing 

dengan yang lain demi mendapatkan sumber daya tersebut dan 

mempertahankannya. Sebagai contoh adalah ASN dengan skill tertentu 

yang jumlahnya terbatas seperti dokter spesialis, penerjemah dan 
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lainnya. Oleh karenanya ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak 

hanya dilihat dari sisi kuantitas saja tetapi juga harus dilihat dari sisi 

kualitas. 

2. Pegawai Non ASN 

Berdasarkan data di BKPP Kota Semarang diketahui jumlah pegawai 

non ASN sampai dengan bulan mei 2021 sebanyak 7.175. Bila di lihat 

dari jumlah pegawai non ASN saat ini sudah cukup banyak bila 

dibandingkan dengan jumlah ASN Pemerintah Kota Semarang sampai 

dengan bulan mei 2021 sebanyak 9.826 ASN. Apabila jumlah pegawai 

non ASN saat ini tidak di kendalikan dan dilakukan perhitungan yang 

cermat, bisa jadi akan menjadi permasalahan pada 5 (lima) tahun 

kedepan. Isu terkait dengan pegawai non asn terkait pengenalan 

identitas, visi, misi, kultur/budaya dan kerahasiaan data perangkat 

daerah serta ketepatan jumlah pegawai non ASN dengan mutu yang 

dihasilkan yang akan menjadi tantangan kedepannya . 

3. Pembelajaran Jarak Jauh dan Pelayanan Jarak Jauh  

Isu sumber daya aparatur terkini selanjutnya yaitu pembelajaran jarak 

jauh dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah pembelajaran jarak 

jauh pada diklat ASN. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 

sampai dengan saat ini menyebabkan terjadinya perubahan kebiasaan 

pada masyarakat tanpa terkecuali. Mulai dari menggunakan masker, 

social distancing, work form home, maupun penerapan protocol 

kesehatan yang ketat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri kedepannya 

bagi pengembangan kompetensi sumber daya aparatur tersebut. Harus 

mulai dikembangkan mulai sekarang pembelajaran diklat secara non 

klasikal tidak hanya secara klasikal. Kemudian jika dilihat pelayanan 

jarak jauh dapat mulai dikembangkan pelayanan kepegawaian secara 

online (tanpa tatap muka). Seperti contoh dapat disediakan portal 

aplikasi sebagai sarana penghubung antara costumer dengan pengelola 

layanan. Surat-surat kedinasan dapat di kirim melalui email resmi 

instansi atau juga dapat melalui aplikasi whatsapp resmi instansi 

dengan catatan tetap harus memperhatikan kerahasiaan isinya. 

Sehingga apabila terjadi hal-hal diluar perkiraan seperti pandemi covid-
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19 di kemudian hari, kita sudah siap dan tidak akan mengganggu 

pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 

4. Pengembangan Desain /Struktur Organisasi  

Sejalan dengan Surat Kemendagri No. 130/1970/OTDA tanggal 26 

maret 2021 tentang penyederhanaan organisasi pada jabatan 

adminsitrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang berisikan tentang 

penataan kelembagaan jabatan adminsitrasi dan pengalihan ke jabatan 

fungsional secara tidak langsung berpengaruhi pada jalannya roda 

organisasi dan pola karir ASN itu sendiri. Sistem organisasi yang telah 

diterapkan selama bertahun-tahun dengan struktur yang lama berganti 

dengan struktur organiasasi yang baru, dimana peralihan jabatan 

administrasi kepada jabatan fungsional belum tentu bisa efektif untuk 

diterapkan di tahun tersebut atau tahun berikutnya. Karena apa, hal 

tersebut harus disesuaikan dengan keberagaman sumber daya aparatur 

organisasi yang ada. Keanekaragaman sumber daya aparatur dengan 

karakteristikya yang khas, yang mana hal ini berubah, menjadi 

tantangan tersendiri bagi pengelola kepegawaian untuk dapat 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi mereka. Oleh sebab 

itu, desain organisasi yang diciptakan harus tepat dan mampu 

menjawab keberagaman sumber daya tersebut. 

 

Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka kebijakan Walikota 

Kota Semarang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) 2016-2021 digunakan sebagai landasan 

penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kota Semarang tahun 2016-2021. Sehingga rencana 

Program/Kegiatan yang disusun selaras dengan sasaran program 

prioritas di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota 

Semarang sebagaimana Perangkat Daerah di Kota Semarang yang 

lainnya, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat 

Daerah tahun 2016-2021. 

 

 

 

https://sleekr.co/blog/lingkungan-kerja-kondusif-di-perusahaan/
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPP Kota Semarang 

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan 

Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatiha Kota Semarang ditetapkan untuk 

mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Semarang Tahun 

2021-2026. 

 

4.1.1 Tujuan 

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis 

strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa 

mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program 

dan kegiatan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi 

dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna: 

a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra; 

b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikanperbaikan 

yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi; 

c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan 

strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan 

kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra. 

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi 

tersebut maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mengadopsi 

dari Visi dan Misi Walikota Semarang menetapkan tujuan “Mewujudkan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Professional” 

 

4.1.2 Sasaran 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk 

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan 

kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan 

yang diperoleh dari pencapaian outcome program, yang dirumuskan untuk 
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mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan 

permasalahan dan isu-isu strategis. 

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kota Semarang “Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang 

Professional” selanjutnya diwujudkan dengan 2 (dua) Sasaran, terdiri dari : 

1) Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian; 

2) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN). 

Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Kota Semarang dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan selama kurun waktu lima tahun tertuang kedalam 

tabel sebagai berikut : 

 

TABEL 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang 

TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

TUJUAN/SASARAN 
SATUAN 

REALISASI 
TARGET KINERJA TUJUAN 

/SASARAN PADA TAHUN KE 

Kondisi 

Akhir 

Renstra 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mewujudkan 

aparatur sipil 

negara (ASN) 

yang 

profesional 

 

Tujuan : 

Indeks 

Profesionalitas ASN 

Nilai 82,28 N/A 82,50 83,00 83,50 84,00 84,50 84,50 

 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

kepegawaian 

Sasaran I: 

Indeks Kepuasan 

Layanan 

Kepegawaian 

Nilai 80,30 N/A 80,60 80,90 81,20 81,50 81,50 81,50 

 

Meningkatnya 

kualitas 

sumber daya 

aparatur sipil 

negara (ASN) 

Sasaran II: 

Indeks Merit Sistem 
Nilai 0,61 N/A 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,66 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 

5.1. Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Kota Semarang  

 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam 

rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan,  untuk  mewujudkan  misi,  

tujuan,  dan  sasaran  Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2021-

2026 di susun  strategi dan kebijakan sebagai berikut : 

Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 
 

VISI : Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai 
NKRI 

MISI KE-V : Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis Dan Menyusun 
Produk Hukum Yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Negara Kesatuan 
Republik 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Mewujudkan 
aparatur sipil negara 
(ASN) yang 
profesional 

Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
kepegawaian 

Meningkatkan 
kelembagaan dan 
kinerja pelayanan 
Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

Peningkatan pelayanan 
administrasi ASN BKPP 

Peningkatan kapasitas dan 
kapabilitas   ASN BKPP 

Meningkatkan 
akurasi database 
Kepegawaian 

Peningkatan akurasi 
database administrasi 
kepegawaian dengan 
pemanfaatan Teknologi 
informasi 

Peningkatan sarana dan 
prasarana pendukung 
teknologi informasi 

Meningkatnya 
kualitas sumber 
daya aparatur sipil 

negara (ASN) 

Meningkatkan  
kompetensi ASN 
melalui pendidikan 
dan pelatihan dan 
sejenisnya 

Peningkatan dan 
pengembangan 
penyelenggaraan diklat dan 
sejenisnya 

Peningkatan dan 
pengembangan 
kelembagaan diklat 

Mengoptimalkan 
pembinaan dan 
pengembangan 
aparatur ASN 

Peningkatan proses 

recruitment ASN 

Peningkatan pembinaan 
dan pengembangan karir 
ASN 

Penguatan sistem reward 
and punishment ASN 

 

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis 

strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa 

mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program 
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dan kegiatan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi 

dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna: 

a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra; 

b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikanperbaikan 

yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi; 

c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan 

strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan 

kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Rencana Strategis. 

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi 

tersebut maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mengadopsi 

dari Visi dan Misi Walikota Semarang menetapkan tujuan “Mewujudkan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Professional” 

Tujuan tersebut memiliki kesepakatan bahwa Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan harus mampu mewujudkan aparatur Pemerintah 

Kota Semarang yang bertindak secara profesional sebagai perencana, 

pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan Kota Semarang melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan 

publik. Selanjutnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  

menentukan “Indeks Profesionalitas ASN” sebagai indikator tujuan. 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk 

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan 

kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan 

yang diperoleh dari pencapaian outcome program, yang dirumuskan untuk 

mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan 

permasalahan dan isu-isu strategis. 

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kota Semarang “Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang 

Professional” selanjunya diwujudkan dengan 2 (dua) Sasaran, yaitu : 

1. Sasaran ke-1 meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dengan 

indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah nilai Indeks 

Kepuasan Layanan Kepegawaian 



60  

2. Sasaran ke-2 meningkatnya sumber daya aparatur sipil negara (ASN) 

dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah Indeks 

Merit Sistem. 

Selanjutnya strategi yang merupakan rumusan penjelasan langkah 

prioritas untuk mencapai sasaran adalah (1) Meningkatkan kelembagaan dan 

kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (2) 

Meningkatkan akurasi database Kepegawaian (3)  Meningkatkan  kompetensi 

ASN melalui pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya (4) Mengoptimalkan 

pembinaan dan pengembangan aparatur ASN . 

Kemudian dijabarkan melalui arah kebijakan yaitu (1) Peningkatan 

pelayanan administrasi ASN BKPP, (2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas  

ASN BKPP, (3) Peningkatan akurasi database administrasi kepegawaian 

dengan pemanfaatan Teknologi informasi, (4) Peningkatan sarana dan 

prasarana pendukung teknologi informasi, (5) Peningkatan dan pengembangan 

penyelenggaraan diklat dan sejenisnya, (6) Peningkatan dan pengembangan 

kelembagaan diklat, (7) Peningkatan proses recruitment ASN, (8) Peningkatan 

pembinaan dan pengembangan karir ASN,(9) Penguatan sistem reward and 

punishment ASN. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

 

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu sebagai 

bagian dari instrumen arah kebijakan, yang berisi satu atau lebih kegiatan 

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam 

rangka mencapai sasaran dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. 

Perumusan program merupakan tindak lanjut dari rumusan sasaran yang 

telah ditetapkan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang 

menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan dalam organisasi Perangkat 

Daerah. Program/kegiatan disusun melalui analisis perencanaan yang 

memisahkan antara aspek strategis dan operasional, yaitu program/kegiatan 

untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan 

operasional. Dalam hal program/kegiatan strategis maka perencanaan, 

pengendalian, dan evaluasi serta penganggarannya, mendapatkan prioritas, 

karena memiliki pengaruh yang luas dan urgent untuk diselenggarakannya.  

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan 

untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program, 

yang mengakomodasi perkembangan permasalahan pembangunan. Untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan, maka 

langkah-langkah yang akan dilaksanakan serta dijabarkan ke dalam program-

program pembangunan, dan kegiatan pokok serta untuk mengimplementasi 

dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu 

dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi 

perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari RENSTRA 2021-

2026 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang ke dalam 

3 Program, 13 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dengan jumlah 7 kegiatan dan 28 sub kegiatan; 

2. Program Kepegawaian Daerah dengan jumlah 4 kegiatan dan 17 sub 

kegiatan; 

3. Program Pendidikan dan Pelatihan dengan jumlah 2 kegiatan dan 5 

sub kegiatan. 
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Tabel 6.1 
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2021-2026 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang yang secara langsung menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 Kota 

Semarang. Indikator kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota 

Semarang ini  mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam 

Tabel 7.1 dibawah ini : 

TABEL 7.1 

INDIKATOR KINERJA DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN KOTA SEMARANG 

 

TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

TUJUAN/SASARAN 
SATUAN 

REALISASI 
TARGET KINERJA TUJUAN 

/SASARAN PADA TAHUN KE 

Kondisi 

Akhir 

Renstra 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mewujudkan 

aparatur sipil 

negara (ASN) 

yang 

profesional 

 

Tujuan : 

Indeks 

Profesionalitas ASN 

Nilai 82,28 

Perhitungan 

pada 

semester IV 

2021 

82,50 83,00 83,50 84,00 84,50 84,50 

 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

kepegawaian 

Sasaran I: 

Indeks Kepuasan 

Layanan 

Kepegawaian 

Nilai 80,30 

Perhitungan 

pada 

semester IV 

2021 

80,60 80,90 81,20 81,50 81,50 81,50 

 

Meningkatnya 

kualitas 

sumber daya 

aparatur sipil 

negara (ASN) 

Sasaran II: 

Indeks Merit Sistem 
Nilai 0,61 

Perhitungan 

pada 

semester IV 

2021 

0,65 0,68 0,73 0,78 0,81 0,81 

 

Pada tabel 7.1 diatas diketahui bahwa target dari kinerja tujuan maupun 

sasaran secara 5 (lima) tahun kedepan. Indikator tujuan yaitu indeks 

profesionalitas ASN diharapkan pada tahun 2026 dapat mencapai nilai 84,50. 

Sedangkan untuk indikator sasaran yaitu indeks kepuasan layanan kepegawaian 

pada tahun 2026 diharapkan dapat mencapai 81,50 dan indeks merit sistem 

diharapkan pada tahun 2026 dapat mencapai nilai indeks 0,81. Keberhasilan 

capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sangat mempengaruhi tercapainya 

tujuan maupun sasaran 5 (lima) tahun kedepan.  
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan berkewajiban untuk 

dapat mengaktualisasikan perannya dalam langkah nyata sesuai nilai (core) 

intinya yaitu manajemen ASN. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kota Semarang tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari 

RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026 untuk terwujudnya “Terwujudnya 

Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam 

Bingkai NKRI”. Renstra ini haruslah menjadi pedoman bagi seluruh Bidang 

dan Sekretariat di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kota Semarang dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang selama kurun waktu 2021-2026. 

Seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang berkewajiban mendukung 

pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 

ini. Selain itu, Renstra ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.  

Semoga dengan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKPP Kota 

Semarang tahun 2021-2026 ini, semua perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan evaluasi program kegiatan BKPP Kota Semarang dapat lebih 

terarah untuk peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian maupun 

peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Kota Semarang. Sehingga peran 

nyata dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mampu memberikan 

dampak positif serta dapat sebagai trigger bagi Perangkat Daerah lainnya, 

Stake Holder maupun masyarakat untuk terwujudnya Visi dan Misi Walikota 

dan Wakil Walikota Semarang tahun 2021-2026 . 

 

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Kota Semarang 

 

 

Dra. Litani Satyawati 



BAB VII 

PENUTUP 

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan berkewajiban untuk 

dapat mengaktualisasikan perannya dalam langkah nyata sesuai nilai (core) 

intinya yaitu manajemen ASN. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kota Semarang tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari 

RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026 untuk terwujudnya "Terwujudnya 

Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam 

Bingkai NKRI". Renstra ini haruslah menjadi pedoman bagi seluruh Bidang 

dan Sekretariat di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kota Semarang dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang selama kurun waktu 2021-2026. 

Seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang berkewajiban mendukung 
pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 

ini. Selain itu, Renstra ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. 

Semoga dengan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKPP Kota 

Semarang tahun 2021-2026 ini, semua perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian dan evaluasi program kegiatan BKPP Kota Semarang dapat lebih 

terarah untuk peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian maupun 

peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Kota Semarang. Sehingga peran 

nyata dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mampu memberikan 

dampak positif serta dapat sebagai trigger bagi Perangkat Daerah lainnya, 

Stake Holder maupun masyarakat untuk terwujudnya Visi dan Misi Walikota 

dan Wakil Walikota Semarang tahun 2021-2026 . 

NTAgawaian, Pendidikan 

elatihanGta Semarang 
Kepala 

/2 
BKPP 

Bitani Saawati 
12 
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